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DARI REDAKSI B

MODAL MEMBANGUN INDUSTRI
BATERAI LISTRIK

ementerian BUMN baru saja membentuk induk industri beterai ken-
daraan bermotor listrik, Indonesia Battery Corporation (IBC). Induk ini
beranggotakan MIND ID, PT Antam, PT Pertamina dan PT Perusahaan
Listrik Negara. Ini tentu menjadi langkah maju dan strategis dalam upaya me-
nempatkan Indonesia sebagai pemain penting untuk produk-produk dari hili-
risasinikel.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, IBC akan mengawal ekosistem
industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. Tidak hanya itu, IBC juga akan

Oleh: melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang menguasai teknologi dan pasar
Rizal Kasli global dengan membentuk entitas patungan di sepanjang rantai nilai industri.
Ketua Umum PERHAPI Rantai pasok ini mulai dari tambang nikel, pengolahan, material precursor dan

katoda, hingga battery cell, battery pack, energy storage system (ESS), dan recycling.

Apa yang dicapai saat ini tidak terlepas dari keputusan pemerintah meng-
gulirkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Semua produk nikel harus diolah
di dalam negeri sebelum diekspor. Smelter yang mengolah nikel pun mulai ber-
munculan. Bahkan sudah ada beberapa kawasan ekonomi khusus untuk smelter
nikel. Produk yang dihasilkan sebagian besar masih produk antara seperti nickel
pig iron, feronikel dan nickel matte yang menjadi bahan baku industri baja.

Baru dalam beberapa waktu terakhir sudah mulai dibangun beberapa
smelter yang mengolah nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan bermotor
listrik. Setidaknya ada 6 smelter berteknologi HPAL yang akan memproduksi
bahan baku baterai mobil listrik.

Ini tidak terlepas dari potensi nikel yang dimiliki Indonesia. Berdasarkan
data pertengahan Juli 2020, cadangan bijih nikel Indonesia sebesar 4,3 miliar ton,
dengan sumber daya mencapai 11,9 miliar ton. Sementara sumber daya logam
mencapai 174 juta ton Ni dan cadangan sebesar 68 juta ton Ni.

Potensi lainnya yang sangat besar adalah dari tembaga, alumunium dan ti-
mah yang juga potensinya sangat besar yang dimiliki oleh Indonesia. Sumber-
daya dan cadangan tembaga, alumunium dan timah juga masuk ke dalam negara
Utama yang memiliki sumberdaya dan cadangan yang besar. Laporan Badan
Geologi, KESDM per Desember 2019, Indonesia memiliki sumber daya dan ca-
dangan untuk tembaga masing-masing 14.8 miliar ton bijih dan 2,6 miliar ton bijih.
Untuk bauksit masing-masing 3,9 miliar ton bijih dan 740 juta ton bijih. Sedangkan
untuk timah masing-masing 2,79 juta ton logam dan 2,23 juta ton logam.

Dengan potensi yang demikian besar dan kualitas nikel yang lebih baik di-
banding negara penghasil lainnya, Indonesia bisa menjadi pemain penting dalam
industri berbasis nikel. Tinggal sekarang yang harus dijaga adalah konsistensi
kebijakan. Di mana kebijakan larangan ekspor yang mulai dipercepat awal tahun
ini harus dijalankan secara konsisten. Kebijakan menghilirkan industri pertam-
bangan sangat dibutuhkan agar nilai tambah di dalam negeri akan lebih banyak
didapat oleh Indonesia. Terutama untuk penciptaan lapangan kerja, tumbuhnya
industri lanjutan untuk mengisi pohon industri yang masih belum ada di Indo-
nesia dan tumbuhnya industri manufaktur lainnya serta peningkatan penda-
patan negara tentunya.

Hal lainnya adalah penerapan kaidah pertambangan yang baik dan benar.
Hal ini penting karena tren industri ke depan sangat memperhatikan aspek
lingkungan. Ini dimulai dari aktivitas penambangan yang ramah lingkungan. Ke
depan negara-negara maju akan semakin mengaitkan jaringan supply-chain
dunia kepada pemenuhan dan kepatuhan akan tata kelola pertambangan yang
baik, ramah lingkungan dan secara social dapat diterima. Demikian juga dengan
kegiatan hilirisasi juga memperhatikan aspek lingkungan termasuk dalam tata
kelola limbah atau material sisa pengolahan dan pemurnian. M
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H SPECIAL REPORT

BERTARUH NYAWA

DI TAMBANG TANPA IZIN

Aksi penambangan ilegal selalu menelan
korban jiwa. Penindakan secara tegas
jadi simalakama, dikhawatirkan justru
menimbulkan resistensi akar rumput.
UU Minerba terbaru berupaya memberi
alternatif. Penambang skala kecil dibuat
mudah mengurus izin.

mpat unit alat berat yang pengeruknya
penuh karat teronggok loyo disita Ke-
polisian Resort Parigi Moutong, Sulawesi
Tengah. Ekskavator dengan merek yang
berbeda-beda itu diamankan sebagai
barang bukti kegiatan tambang ilegal di Desa Bu-
ranga. Pada pertengahan Maret lalu, Kapolres Parigi
Moutong AKBP Andi Batara mengatakan, pihaknya

bergerak setelah mendapat laporan terjadi longsor
dilubang tambang yang menimbun hingga 26 orang.
Mulanya, longsor terjadi di Dusun Sinaa pada Rabu
petang, pertengahan Februari. Lokasinya berjarak
sekitar 52 kilometer dari Kota Parigi, ibu kota Kabu-
paten Parigi Moutong. Polisi segera melakukan eva-
kuasi pencarian korban tertimbun, hingga akhirnya
sebanyak tujuh orang dinyatakan meninggal, sisa-
nya selamat dan sebagian menjalani perawatan di
rumah sakit.

Peristiwa nahas semacam ini bukan yang per-
tama kali terjadi di Sulawesi. Tiap tahun selalu ter-
dengar kabar duka dari gorong-gorong tambang
liar. Pada Februari tahun lalu, tepatnya di Desa Ba-
kan, Lolayan, Bolaang Mongondow, Sulawesi Teng-
gara, sebanyak dua orang penambang dilaporkan
tertimpa runtuhan batu, nyawanya melayang tak
tertolong saat dilarikan ke rumah sakit.

Menurut Asisten Deputi Pertambangan Ke-

Aksi penambangan ilegal selalu menelan korban jiwa. Penindakan secara tegas jadi simalakama, dikhawatirkan justru menimbulkan
resistensi akar rumput.
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Salah satu penyebab penambang skala kecil memilih jalan pintas menjadi ilegal, adalah akibat perizinan yang terlampau melangit,

sulit dipenuhi.

menko Maritim Dan Investasi, Tubagus Nugraha,
penegakan hukum untuk menertibkan tambang liar
tidak mudah, tidak bisa sepenuhnya ditindak de-
ngan pendekatan kasar, lewat ancaman pidana atau
jeruji besi. Sebagian penambang ada yang memang
asli orang lokal dengan kemampuan teknis dan
finansial yang terbatas. Mereka menambang hanya
sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan
memburu keuntungan yang besar.

Berdasarkan pengalamannya, setelah tambang
ilegal ditertibkan oleh aparat keamanan, pemodal
mulai mundur. Namun beberapa warga tetap nekat
menambang menerabas garis polisi.

[a menilai, salah satu penyebab penambang
skala kecil memilih jalan pintas menjadi ilegal, ada-
lah akibat perizinan yang terlampau melangit, sulit
dipenuhi. Regulasi yang ada memosisikan penam-
bang kecil atau tambang rakyat, setara dengan tam-
bang skala besar, mulai soal birokrasi sampai admi-
nistrasinya. Penambang kecil cenderung berat me-
lengkapiprasyarat yang ditentukan.

“Kita harus memahami bagaimana agar per-
tambangan rakyat supaya dapat diakomodasikan
dalam aturan yang tepat dan dapat dioperasional-
kan,”ungkap Nugraha.

Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
atau UU Minerba terbaru, pemerintah memberi per-
hatian khusus soal tambang rakyat. Rincian teknis
aturan tersebut akan dimatangkan lewat peraturan

SPECIAL REPORT

pemerintah (PP), yang kini sedang digodok pemba-
hasannya.

Dalam rancangan PP pengusahaan, aturan soal
tambang rakyat dibuat lebih sederhana. Harapan-
nya, aksi liar seperti yang terjadi di Parigi Mutong
dan Bolaang Mongondow bisa direm. Konsep lisen-
sinya berbentuk surat izin pertambangan, yang pe-
ngurusannya direncanakan berada di level peme-
rintah daerah.

Evakuasi pencarian korban tertimbun di Parigi Moutong.

MAJALAH PERHAP! * EDIS| 05/JANUARI-MARET 2021 7
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Prinsip pelaksanaan penambangan yang baik dan benar atau good mining practices untuk tambang skala kecil, hanya akan berfokus

pada keselamatan kerja dan tata kelola lingkungan.

Surat lisensi itu tidak wajib melampirkan izin
kegiatan peledakan, dibedakan dengan tambang
skala besar. Di aturan sebelumnya, siapapun yang
ingin menambang harus mengurus izin penyimpa-
nan dan penggunaan bahan peledak. Padahal, tidak
semua tambang rakyat membutuhkan peledakan.
Absennya lampiran ini dinilai bakal meringankan
urusan birokrasi bagi penambang skala kecil di pe-
losok-pelosok desa.

Tambang skala kecil juga tidak lagi dimintai
syarat administrasi soal eksplorasi. Selama ini, pe-

8 MAJALAH PERHAPI « EDISI 05/JANUARI-MARET 2021

nambang skala kecil dilarang masuk ke tahap ope-
rasi produksi apabila tidak melengkapi data penye-
lidikan terlebih dahulu. Alur pengurusan izin dimu-
lai dengan meminta rekomendasi dari camat dan
bupati, lalu dibawa ke dinas ESDM provinsi untuk
memperoleh surat keputusan izin usaha pertamba-
ngan eksplorasi. Setelah dilengkapi laporan eksplo-
rasi, reklamasi, rencana kerja, anggaran, dan studi
kelayakan, SK eksplorasi tersebut baru naik menjadi
izin operasi produksi. Untuk membereskan berkas-
berkas ini, membutuhkan waktu sampai dua tahun.

Selanjutnya, prinsip pelaksanaan penamba-
ngan yang baik dan benar atau good mining practices
untuk tambang skala kecil, hanya akan berfokus
pada keselamatan kerja dan tata kelola lingkungan.
Ini berbeda dengan korporasi skala besar yang mu-
atannya lebih kompleks, mencakup aspek finansial,
studi kelayakan, hingga penerapan teknologi.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan
Indonesia, Rizal Kasli mengimbau agar strategi pe-
nertiban tambang ilegal perlu diikuti dengan peme-
taan terlebih dahulu, yang disisir berdasarkan dua
kategori. Pertama, tambang ilegal yang berada di
lokasi penambangan resmi, di atas wilayah Izin Usa-
ha Pertambangan milik suatu perusahaan, dan tam-
bangilegal yang berada dilokasi yang berpenghuni.

Tujuan pemetaan ini agar tidak terjadi tum-
pang tindih penindakan, yang nantinya justru dikha-



watirkan mengganggu keberlangsungan bisnis pe-
megang izin resmi.

"Seandainya lokasi tambang ilegal mau ditingkatkan
menjadi wilayah pertambangan rakyat, harus dikaji
dengan seksama agar tidak tumpang tindih dengan
wilayah izin yang sudah diberikan pemerintah,” tan-
dasRizal.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Aso-
siasi Penambang Rakyat, Gatot Sugiharto menye-
butkan, sebenarnya para penambang skala kecil
sangat ingin mempunyai izin. Layaknya manusia
biasa, mereka juga punya rasa takut jika bekerja di
bawah ancaman pidana.

Bekerja di luar koridor hukum membuat kehi-
dupan mereka tertekan. Namun, ketika niat mengu-
rus izin terpental lantaran regulasi yang pelik, se-
mentara desakan kebutuhan ekonomi terus meng-
himpit, maka menambang secara liar jadi pilihan
tunggal bagi mereka.

Gatot punya catatan fantastis soal emas dari
tambang rakyat. Berdasarkan kalkulasi jejaring di
lapangan, hasil produksi emas tambang rakyat ham-
pir mencapai 120 ton per tahun. Sebagai pemban-

SPECIAL REPORT B

ding, produksi emas nasional dari perusahaan resmi
di bawah Ditjen Minerba, pada tahun 2020 berada di
kisaran 70 ton, sedangkan dua tahun sebelumnya
berkisar diangka 130 ton.

Gatot berharap perubahan peraturan, yang di-
tampung dalam PP turunan UU Minerba, yang mem-
berikan perhatian lebih soal tambang rakyat dan
skala kecil, dapat menjadi jalan solusi atas maraknya
aksi tambang liar. Kantong produksi yang selama ini
dianggap illegal, dapat diubah menjadi ladang baru
untuk mengerek perekonomian regional di Indone-
sia, dan meningkatan pendapatan masyarakat akar
rumput.

Khusus soal emas, ia menegaskan kalau peme-
rintah tidak lekas menyusun langkah pendekatan
yang tepat kepada tambang rakyat, negara akan te-
rus-menerus merugi. Sebab pasar gelap luar negeri
seperti Singapura, Tiongkok, Korea, hingga Jepang,
sangat terbuka menadah emas dari tambang rakyat.
Di saat yang sama, gorong-gorong tambang ilegal
akan terus menganga, yang kapan saja bakal mene-
lan korban jiwa. ™

Kantong produksi yang selama ini dianggap illegal, dapat diubah menjadi ladang baru untuk mengerek perekonomian regional di
Indonesia, dan meningkatan pendapatan masyarakat akar rumput.
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POTRET PE

NGGEROGOT

Penindakan tambang liar secara tegas
jadi simalakama, diRhawatirkan
menimbulkan resistensi akar rumput.
Merangkul jadi opsi mujarab yang
terbukti berhasil, meski harus
melepas sebagian ladang konsesi.

utuh waktu tempuh sekitar empat jam

dari Manado menuju Desa Bakan, Kabu-

paten Bolaang Mongondow, Sulawesi

Tenggara. Saat memasuki area desa, dari

kejauhan terlihat di lereng gunung ter-
bentang terpal berwarna-warni. Menjadi tanda ge-
liat aktivitas penambangan ilegal. Di lokasi itu,
berkali-kali terjadi peristiwa longsor. Tiap kejadian
korbannya mencapai puluhan orang.

10 MAJALAH PERHAPI « EDIS| 05/JANUARI-MARET 2021

Adalah PT J Resources Bolaang Mongondow,
anak usaha PT J Resources Asia Pasifik yang konse-
sinya berada di sana, digeroti penambang liar di
Bakan. Pada tahun 2018 lalu, pernah terjadi sebuah
peristiwa nahas hingga mengundang perhatian
senator di parlemen Senayan. Akibat longsor besar
di lubang tambang liar, sebanyak 24 orang mening-
gal dunia, 18 orang cedera berat, dan yang tertimbun
diperkirakan mencapai 60 orang.

Aktivitas penambangan illegal ini sudah terjadi
beberapa tahun. Berbagai upaya telah dilakukan J
Resources untuk mencegah munculnya tambang
liar di konsesinya. Lokasi yang mengalami longsor
itu merupakan bagian dari area rencana operasi
perusahaan.

“Kami sudah lakukan pendekatan mulai de-
ngan cara persuasif sampai represif berupa penerti-
ban bersama aparat keamanan, terang Direktur
Utamal] Resources, Edi Permadi.

Menurutnya, polisi berulang kali menutup lo-
kasitambangliar tersebut, namun tetap saja penam-



SPECIAL REPORT B

Sejumlah opsi untuk mengatasi tambang liar di Bakan pernah dibahas, muncul dalam rapat pimpinan daerah Bolaang Mongondow.

bangitu kembalilagi. Bahkan berdasarkan cerita pe-
tugas keamanan J Resources, hanya menunggu be-
berapa jam saja setelah aparat kepolisian mengu-
mumkan penghentian evakuasi korban di area long-
sor, lokasi yang masih basah menelan mayat itu
langsung disatroni penambang lagi. Mereka berani
menerobos garis polisi.

“Mereka mengais tanah hasil kerukan alat
berat,’ ulas petugasitu.

Setahun kemudian, petugas pengamanan J Re-
sources Bolaang Mongondow bersama tentara se-
tempat menangkap enam orang penambang liar di
bekas lokasi longsor. Saat mereka sedang istirahat
makan siang, kemudian mereka diserahkan kepada
polisi dan ditahan.

Namun rupanya, tindakan tegas itu tak ber-
buah manis, lokasi bekas longsor itu bukannya ko-
song malah justru makin ramai. Sudah banyak pe-
nambang yang masuk ke gorong-gorong penggalian
bijih. Di area tersebut, dibangun lagi portal pintu
masuk, dan adajuga ekskavator yang beroperasi.

Menurut Rendy Wajong, Inspektur Tambang
yang bertugas di Provinsi Sulawesi Utara, sejumlah
opsi untuk mengatasi tambang liar di Bakan pernah
dibahas, muncul dalam rapat pimpinan daerah Bo-
laang Mongondow. Salah satunya mengusulkan
penciutan wilayah konsesi J Resources, lalu peme-

rintah akan menetapkannya sebagai Wilayah Per-
tambangan Rakyat atau WPR. Para penambang yang
semula ilegal diminta untuk mengajukan izin jadi
tambang rakyat.

Opsi ini mungkin dapat mengubah wajah bu-
ram penambang ilegal. Mereka jadi punya legalitas
hukum yang sah, lebih mudah diawasi dan dibina.
Namun harus dicatat, perusahaan pemilik konsesi
yang sudah menanamkan investasi sejak jauh-jauh

hari, terpaksa harus melepaskan ladangnya.
*k*k

Edi Permadi, Direktur Utama J Resources.
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Cerita serupa disampaikan Direktur PT Indo
Muro Kencana, Ongku P Hasibuan. Perusahaan tam-
bang emas di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan
Tengah ini, punya luas konsesi sebanyak 47 ribu
hektare. Indo Muro cukup lama melawan tambang
ilegal.

Ongku mengaku gangguan dari penambang
ilegal sudah dialami sejak enam tahun silam. Seti-
daknya terdapat 12 titik persebaran tambang ilegal
di wilayah konsesi Indo Muro. Area yang terganggu
mencapai 223 hektare, dengan jumlah penambang
sekitar lima ribu orang lebih. Produksinya bisa tem-
bus 2,5 kilogram emas per bulan.

Indo Muro tak bisa melancarkan perlawanan
yang agresif kepada para penambang ilegal itu. Di-
khawatirkan justru malah akan mengganggu opera-

12 MAJALAH PERHAPI « EDISI 05/JANUARI-MARET 2021

sional perusahaan apabila mereka balik melawan.
Akhirnya, Indo Muro memilih cara bermitra. Seba-
nyak 4 titik lokasi kini berada di bawah binaan Indo
Muro.

Tahap awal dilakukan dengan memetakan pe-
ngusaha lokal, lalu mengajak mereka untuk berga-
bung. Dalam perekrutan tenaga kerja, Indo Muro
mengutamakan warga lokal, dengan kuota sekitar 70
persen. Pola ini dipakai untuk merangkul orang-
orang yang tidak memiliki opsi mata pencaharian
selain menambang.

Indo Muro menyediakan lokasi khusus untuk
pembuangan limbah bekas pencucian bijih emas
bagi penambang-penambang itu. Alat pengolahan
emas tradisional juga disediakan, mulai dari gelon-
dong, tong siram, dan tong kerucut.




Sedangkan orang-orang yang punya kemam-
puan dan potensi di bidang lain, diarahkan untuk
menggarap pertanian, peternakan, wirausaha, dan
sebagainya.

Untuk konsesi yang belum digarap, Indo Muro
merelakannya apabila ada penambang liar yang
masuk. Indo Muro merasa kewalahan. Sebab di saat
menjalankan operasi yang reguler, Indo Muro juga
harus menyisihkan waktunya membina penambang
rakyat yang bisa dijangkau.

“Sepanjang kami belum di lokasi itu, masya-
rakat boleh menambang di lokasi tersebut,” kata
Ongku.

Masalah tidak hanya berhenti sampai di situ,
Indo Muro juga menghadapi kelompok masyarakat
yang dalam bahasa setempat disebut brunak. Mere-

_‘—‘_._ff “Ada lima aktor penting yang ambil peran pada mata rantai
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tambang ilegal. Yaitu mulai dari;penambang atau pencaribijih,
pengusaha gelondong, penguasa lahan, penyedia alat, dan’
pembeli. Aktor pertama menggeluti pekerjaan ini karena -~ - -
tuntutan hidup. Mereka tidak punya alternatif lain. Tetapi aktor~ "'3
kedua sampai kelima murni untuk mencari keuntungan.-. . =~

ka mencuri batu bijih dari lokasi tamping atau
stockpile milik perusahaan.

Dari berbagai dinamika sosial yang menye-
limuti konsesi Indo Muro itu, Ongku berkesimpulan,
ada lima aktor penting yang ambil peran pada mata
rantai tambang ilegal. Yaitu mulai dari penambang
atau pencari bijih, pengusaha gelondong, penguasa
lahan, penyedia alat, dan pembeli. Aktor pertama
menggeluti pekerjaan ini karena tuntutan hidup.
Mereka tidak punya alternatif lain. Tetapi aktor ke-
dua sampai kelima murni untuk mencari keuntu-
ngan.

Catatan pamungkas yang perlu digodok oleh
aparat dan pemerintah untuk mengatasi fenomena
pembalakan konsesi oleh penambangliar. M
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Wawancara Ketua Umum PERHAPI, Rizal Kasli

WASPADA LAKON LUAR
TAMBANG LIAR

Menggandeng penggerogot konsesi
menjadi mitra memang bisa jadi
alternatif mengatasi praktik tambang
ilegal, tapi di saat yang sama, akan
membahayakan iklim investasi dan
mengancam kepastian hukum. Dari
kebanyakan kasus, lakon tambang liar
bukan orang lokal, mereka pegang
peran memasok peralatan, bahan
kimia, hingga modal.
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eberadaan tambang ilegal membawa

dampak yang negatif, mulai dari kerusa-

kan lingkungan, membahayakan kesela-

matan karena tidak memenuhi kaidah

eselamatan dan hilangnya potensi
pendapatannegara.

Umumnya, penambangan ilegal menggunakan
merkuri pada proses produksi dan pengolahan
emas. Seringkali pembuangan limbah merkuri tidak
dilakukan sesuai prosedur yang disyaratkan. Akibat-
nya, emisi merkuri terkonsentrasi pada lingkungan
dalam jumlah besar dan mencemari sumber air atau
sungai. Apabila ikan-ikan yang berada di sungai
terkontaminasi merkuri dan dikonsumsi oleh ma-
nusia, maka dapat membahayakan kesehatan dan
bahkan menyebabkan kematian.

Udara yang tercemar polutan yang berasal dari
aktivitas maupun limbah penambangan ilegal sangat
berbahaya bagi kesehatan. Polutan tersebut dapat
meyebabkan berbagai penyakit permafasan seperti
influenza, pneumonia, bronkitis, asma, dan penyakit
kronis lainnya.

Penambangan ilegal yang tak dilakukan sesuai
standar perlindungan lingkungan dapat merusak
vegetasi tanah dan profil genetik tanah yang ada,
sehingga tanah yang awalnya subur dapat berubah
kering dan tandus. Pemanfaatan lahan yang tidak
sesuai juga dapat mengubah topogafi umum kawa-
san tambang secara permanen yang dapat berakibat
longsong maupun banjir.

Penggunaan merkuri di penambangan mem-
buat beberapa bayi lahir cacat, seperti lahir dengan
usus di luar perut, otak di luar tempurung kepala,
tengkorak kepala tidak lengkap, tidak memiliki tu-
lang rusuk dan kulit pembalut perut.

Penertiban tambang minerba ilegal menjadi si-
kap pengurus PERHAPI, hal tersbut menjadi komit-
men bersama yang digagas pada kongres ke-X bebe-
rapa tahun lalu. PERHAPI memiliki fokus dalam me-
ningkatkan pengelolaan pertambangan yang lebih
baik.

Menurut Ketua Umum PERHAPI, Rizal Kasli
mengatakan, sektor pertambangan membawa dam-
pak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional
maupun daerah, mulai dari penciptaan lapangan
kerja hingga menjadi penyumbang pendapatan ne-
gara. Namun di sisi lain, ada keresahan akibat kegi-
atan tambangilegal.
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Menggandeng penggerogot konsesi menjadi mitra memang bisa jadi alternatif mengatasi praktik tambang ilegal, tapi di saat yang
sama, akan membahayakan iklim investasi dan mengancam kepastian hukum.

Pada akhir Maret lalu, Majalah PERHAPI mewa-
wancarai Rizal Kasli. la banyak mengulas tentang se-
luk-beluk penyebab munculnya praktik penamba-
ngan ilegal, dan memberikan sejumlah catatan un-
tuk menanggulangnya. Berikut ini petikan wawan-
caranya.

Sebagai pendahuluan, bagaimana pandangan
Anda mengenai maraknya tambang ilegal di Indone-
sia? Apa yang dirasa kurang sehingga upaya pener-
tiban tambang ilegal belum terlaksana secara opti-
mal?

Tambang ilegal akhir-akhir ini makin marak
terjadi di Indonesia karena adanya kombinasi antara
motif ekonomi yang kuat dari pelaku, adanya poten-
si mineral seperti emas, batu bara dan lain-lain di
berbagai daerah, adanya kesempatan dan teknologi
yang sederhana untuk proses penambangannya dan
lemahnya penegakan hukum. Yang perlu ditingkat-
kan adalah penegakan hukum dalam penganganan
tambang ilegal. Hal lain adalah kurangnya kordinasi
antar instansi terhadap kewenangan penanganan
terhadap tambangilegal ini.

UU Minerba terbaru memberi ruang gerak yang
lebih luas dalam mengakomodir tambang rakyat.
Apakah ini akan menjadi jawaban alternatif atas
permasalahan tambang ilegal yang terjadi selama
ini?

Di dalam UU Minerba yang baru yaitu UU no-
mor 3 tahun 2020 dikenal nomenklatur Izin Pertam-
bangan Rakyat (IPR) yang memberikan ruang dan
peluang untuk berkembangnya IPR. Namun, yang
dimaksud dalam UU tersebut bukan tambang ilegal.
Ini jangan disalahtafsirkan bahwa tambang ilegal
jugamerupakan IPR.

IPR sesuai dengan pasal 67 diberikan oleh
Menteri kepada orang perseorangan yang merupa-
kan penduduk setempat dengan maksimal luas 5
hektare; atau koperasi yang anggotanya merupakan
penduduk setempat dengan luas maksimal 10 hek-
tare. Ini yang sulit untuk diterapkan karena umum-
nya penambang itu berdatangan dari luar daerah
tersebut dan menyatu dengan penduduk setempat
serta membawa modal, peralatan, bahan pendukung
dan teknologi untuk penambangan tersebut.

Tidak jarang pula adanya backing dana dan pe-
ralatan dari pemodal dari luar komunitas penduduk
setempat. Dari kebanyakan kasus, diketahui bahwa
lakon atau pemain utama dari tambang liar adalah
orang luar, yang bukan berasal dari daerah setem-
pat.

Menteri menetapkan wilayah pertambangan
rakyat (WPR). Ruang untuk pembinaan tambang ile-
gal menjadi IPR dimungkinkan sejauh adanya pene-
tapan WPR tersebut oleh Menteri. Kegiatan Pertam-
bangan Rakyat dilaksanakan dalam WPR yang telah
ditetapkan, tidak boleh diluar WPR. Kalau diluar
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Rizal Kasli: "Perusahaan harus membina penambang baik dari segi teknis, K3LH, keamanan dan lainnya termasuk tidak melibatkan

pekerja anak dalam kegiatan penambangan tersebut”.

WPR berarti ilegal atau disebut tambang liar. Untuk
melegalkan tambang liar menjadi IPR tentu harus
dikaji dan dilakukan dengan studi yang menyeluruh.
Studi untuk penetapan WIPR seperti adanya kebe-
radaan deposit, lingkungan, sosial, aspek teknis dan
pemasaran. Juga pembagian peran yang jelas antara
menteri, pemerintah provinsi dan kabupaten dan
kota.

Di sejumlah lokasi, tambang ilegal menggero-
goti konsesi milik perusahaan yang resmi memegang
izin. Berbagai upaya penertiban sudah dilakukan,
namun para penambang ilegal silih berganti datang
lagi. Jalan terakhir yang ditempuh, dan ternyata
membuahkan hasil, ialah merangkul mereka menjadi
mitra. Perusahaan pemegang izin harus merelakan
sebagian konsesinya dikelola oleh penambang rak-
yat. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini,
bagaimana tinjauannya secara hukum, ekonomi,
dan kemaslahatan bersama?

Adalah hal yang positif apabila perusahaan da-
pat menerima mitra berupa IPR di dalam WIUP ber-
sangkutan. Perusahaan harus membina penambang
baik dari segi teknis, K3LH, keamanan dan lainnya
termasuk tidak melibatkan pekerja anak dalam kegi-
atan penambangan tersebut.

Namun, harus dilihat juga bahwa hal ini juga
merupakan kegiatan yang dapat mengganggu iklim
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investasi di bidang pertambangan di mana wilayah
yang telah dieksplorasi dan memiliki potensi sum-
berdaya dan cadangan akan diokupasi atau diduduki
oleh penambang rakyat. Kalau hal ini diakomodir
tentu saja akan mempengaruhi neraca sumber daya
dan cadangan dari perusahaan tersebut, mengu-
rangi luas wilayah yang harus dikerjakan, potensi
terjadinya kecelakaan tambang, kerawanan lainnya
dan kerusakan lingkungan serta potensi hilangnya
pendapatan negara. Kepastian hukum tentu harus
dijaga dan diterapkan dengan baik dan konsisten.

Bagaimana masukan PERHAPI untuk tambang
rakyat agar praktiknya sesuai kaidah penambangan
yang baik dan benar, tentunya dengan mempertim-
bangkan aspek keekonomian?

Sesuai dengan UU nomor 3 tahun 2020 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 70, bah-
wa IPR harus juga mematuhi peraturan perundang-
undangan di bidang keselamatan pertambangan,
pengelolaan lingkungan dan mengikuti standar
yang berlaku. Untuk pengelolaan K3LH memang
harus dibina oleh menteri dalam hal ini.

Kementerian ESDM memiliki Inspektur Tam-
bang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia
dapat dimanfaatkan untuk membina IPR ini agar
bekerja sesuai standar yang berlaku dan menerapak
praktik pertambangan yang baik dan benar.



Pemerintah dalam mengeluarkan izinnya ha-
rus mempelajari apakah pemohon tersebut memiliki
kecukupan modal, sumberdaya manusia dan tekno-
logi untuk mengelola IPR yang diberikan. Apabila
dalam penilaiannya ternyata bahwa pemohon pu-
nya, sudah seharusnya yang diajukan adalah IUP se-
hingga mutlak pertanggungjawaban pengelolaan-
nya sebagai korporasi bukan sebagai IPR. Sehingga
IPR itu benar-benar dilaksanakan dengan teknologi
yang sederhana dan oleh warga setempat.

Bagaimana peluang dan tantangan membina
tambang rakyat khusus komoditas emas? Sejauh ma-
na potensi yang bisa dikembangkan jika tambang
rakyat dapat dikelola dengan baik?

Memang yang sangat marak adalah tambang
emas karena harganya saat ini yang naik dan meru-
pakan komoditas yang sangat dicari karena mahal.
Bayangkan dengan mendapatkan beberapa gram
saja per hari penambang akan mendapatkan peng-
hasilan jutaan rupiah. Tantangannya terutama ada-
lah wilayah yang ditetapkan sebagai WPR belum
tentu mengandung sumber daya dan cadangan yang
ekonomis, yang lain adalah dalam hal penerapan
K3LH di mana teknologi dan pengetahuan mereka
terhadap teknik penambangan yang baik masih ku-
rang.

Aspek yang sangat diperlukan adalah pendam-
pingan, pelatihan, pembinaan, pengawasan dan
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pencegahan. Apalagi kalau dilakukan dengan tam-
bang bawah tanah yang resiko keselamatan kerja
tinggi tentu memerlukan teknik penambangan yang
memenuhi standar seperti kestabilan terowongan
dan penyanggaan, sistem ventilasi dan penirisan
(drainage) yang benar.

Pemerintah harus melakukan pembinaan dan
pengawasan yang baik dan ketat kepada setiap IPR.
Setelah aspek legal, ekosistem teknologi dan bisnis-
nya perlu diperbaiki, sehingga IPR tidak lagi mema-
kai merkuri atau bahan berbahaya lainnya dalam
prosesnya. Perlu dihindari atau diminimalisir konflik
legal dengan pemilik IUP yang ada, perlu road map
dan pembagian peran dari pemerintah dalam upaya
memberdayakan IPR.

Menurut Anda, di mana contoh praktik tam-
bang rakyat yang sesuai kaidah penambangan yang
baik dan benar? Bisa dijelaskan bagaimana proses
mereka menambang?

Beberapa yang memenuhi standar kaidah tek-
nik penambangan yang baik mungkin dapat dilihat
di Kulon Progo yang proses pengolahan emasnya
tidak menggunakan merkuri dan dikembangkan
oleh BPPT. Saat ini UNDP juga sedang melakukan
program bantuan pembinaan dan permberdayaan
tambang rakyat di enam provinsi termasuk salah
satunya adalah di Sekotong, Nusa Tenggara Barat. ™

Pemerintah dalam mengeluarkan izinnya harus mempelajari apakah pemohon tersebut memiliki kecukupan modal, sumberdaya manusia dan teknologi untuk
mengelola IPR yang diberikan.
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NASIB BATUBARA DITENGAH

UPAYA TRANSISI ENERGI

Bersama masyarakat dunia, Indonesia
juga terus mendorong transisi energi.
Energi berbasis fosil yang kotor diganti
dengan energi bersih. Menjadi
pertanyaan bagaimana nasib industri
batubara nasional.

emerintah terus mendorong adanya

transisi energi dengan mengembangkan

energi baru dan terbarukan. Bersyukur

bahwa Indonesia memiliki potensi sum-

ber energi baru dan terbarukan yang be-
ragam. Negeri ini punya potensi panas bumi, energi
matahari, energi angin sampai arus laut.
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Ini yang membuat Pemerintah terus mendo-
rong pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Di
bidang ketenagalistrikan, pemerintah punya banyak
opsi seperti tenaga surya, tenaga angina, panas bu-
mi. Sejauh ini PLTS menjadi salah satu yang dijadikan
pilihan teratas karena biaya investasinya terbilang
lebih murah.

“Pengembangan PLTS akan coba kami perce-
pat, karena investment cost-nya lebih murah hingga
1,3 kali dari energi lainnya, lalu sudah diproduksi
dalam bentuk modul-modul jadi mudah untuk pe-
masangannya,’ lanjut Menteri Arifin.

Selain itu Pemerintah juga mendorong pe-
manfaatan gas di pembangkit listrik. Kemudian me-
laksanakan program co-firing yakni proses penam-
bahan biomasa sebagai bahan bakar pengganti par-
sial ke dalam boiler batubara.

Tetapi tidak perlu takut karena dari beberapa
hal ini terlihat bahwa batubara masih akan tetap di-
butuhkan. Transisi energi tidak berarti mening-
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Batubara diolah untuk menghasilkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan seperti gasifikasi. Kemudian diolah lagi menjadi

methanol dan juga DME sebagai substitusi Ipg.

galkan secara total energi fosil. Apalagi untuk kon-
teks Indonesia yang sedang membangun. Butuh
energi yang banyak dan energi murah. Itu dijawab
oleh batubara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Rid-
wan Djamaluddin menilai batubara masih menjadi
salah satu sumber energi andalan untuk beberapa
tahun ke depan. Ini juga terlihat dari data bauran
energi yang ada dalam Kebijakan Energi Nasional.
Pada tahun 2019, porsi batubara ditetapkan sebesar
37,15%. Secara prosentase terus turun dimana pada
2025 menjadi 30%. Kemudian pada 2050 porsinya
kembali turun menjadi 25%.

Namun volume konsumsi batubara masih terus
meningkat. Pada 2025 kebutuhan batubara menca-
pai 205,3 juta ton. Kemudian di tahun 2050 kebutu-
han batu bara untuk energi nasional mencapai 438,8
juta ton. Bandingkan saat ini konsumsi batubara un-
tuk pasar domestik sebesar 155 juta ton.

“Kami terus mendorong pemenuhan kebutu-
han energi dengan sumber daya yang ada. Kita me-
miliki sumber daya batu bara dalam jumlah sangat
cukup. Namun kita juga punya komitmen untuk
mendorong upaya menekan emisi karbon,” terang
Ridwan.

Menurutnya salah satu cara untuk memperta-
hankan pangsa pasar batubara adalah hilirisasi. Batu
bara diolah untuk menghasilkan produk-produk
yang lebih ramah lingkungan seperti gasifikasi. Ke-

mudian diolah lagi menjadi methanol dan juga DME
sebagai substitusilpg.

Hilirisasi batubara merupakan amanat UU No.3
tahun 2020 sebagai UU Minerba baru. Untuk batu-
bara sudah ada beberapa proyek hilirisasi yang te-
ngah dibangun. Ada konsorsium PT Kaltim Prima
Coal (KPC), Air Product dan Ithaca Group. Proyek ini
mengolah batu bara menjadi produk methanol.

Arifin Tasrif, Menteri ESDM
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Batubara masih dibutuhkan sebagai sumber energi dalam beberapa tahun ke depan.

Kemudian ada PT Pertamina (Persero), PTBA
dan Air Product yang akan mengolah batubara men-
jadi DME. Lalu ada juga Underground Coal Gasifi-
cation (USG) yang sekarang ini masih dalam skala
proyek uji coba di PT Kideco Jaya Agung, PT Indo-
minco dan PT Medco Energi Mining.

“Tantangan terbesar kita dalam kegiatan hiliri-
sasi selain aspek lingkungan, adalah keekonomian.
Apa pun yang mau dibangun tantangan kita adalah
keekonomian,” tandasnya.

Untuk itu Pemerintah telah menyediakan se-
jumlah insentif. Di hulu ada insentif berupa royalti
batu bara hingga O persen, formula harga khusus
batu bara untuk hilirisasi dan masa berlaku IUP
sesuai umur ekonomis proyek hilirisasi batubara.

Kemudian untuk kegiatan pengolahan Peme-
rintah akan memberikan insentif tax holiday untuk
PPH Badan sesuai umur ekonomis proyek hilirisasi,
pembebasan PPN jasa pengolahan batubara menjadi
syngas sebesar 0%, pembebasan PPN EPC kandu-
nganlokal.

“Seluruh insentif ini dapat diperoleh sekaligus
jika proyek telah disetujui dalam Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK),” terang Ridwan.

Kemudian lebih ke hilir lagi adalah harga pato-
kan produk hilirisasi dan pengalihan subsidi Ipg ke
DME sesuai porsi lpg yang disubstitusi. Dan yang ti-
dak kalah penting lagi adalah kepastian pembeli

(offtaker).
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Ridwan menegaskan hilirisasi adalah masa de-
pan industri batu bara. “Pemerintah siap memberi-
kan fasilitas fiskal dan non fiskal. Kami berharap ba-
dan usaha dan dukungan dari asosiasi untuk terus
dikampanyekan kontribusi untuk iklim namun de-
ngan kondisikita,” tandasnya.

Pasar Ekspor Di Kawasan Asia Pasitik

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Ba-
tubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia melihat batu
bara masih dibutuhkan sebagai sumber energi da-
lam beberapa tahun ke depan. la dalam diskusi ter-
kait peran batubara dalam transisi energi menjelas-
kan potret pasar ekspor batubara.

Sebagaimana diketahui saat ini sebagian besar
dari produksi batu bara Indonesia diekspor. Kawa-
san Asia pasifik menjadi pangsa pasar terbesar batu
bara Indonesia dimana Cina dan India sebagai yang
terbesar. Juga ada kawasan ASEAN seperti Malaysia,
Filipina, Vietnam dan Thailand. Serta kelompok ne-
garaJepang, Korea Selatan dan Taiwan.

Dari data yang ada saat ini dan proyeksi yang
dilakukan beberapa lembaga riset disebutkan bahwa
permintaan batu bara di pasar Asia Pasifik masih
akan tumbuh. Negara-negara berkembang yang se-
dang membangun perekonomiannya dengan secara
intensif butuh energi. Negara-negara ini butuh
energiyang murah dan pilihan jatuh padabatubara.

Ia lalu secara khusus menjelaskan tentang po-



tret Cina. Negeri ini telah mendeklarasikan karbon
neutral pada 2060. Secara waktu masih 40 tahun la-
gi. Tetapi menurut Hendra sejauh ini belum ada peta
jalan yang dibuat menuju ke karbon netral tersebut.
Termasuk di dalamnya peran batubara.

Di sisi lain Cina sendiri merupakan negara de-
ngan cadangan batubara terbesar. Cadangan batu
bara negara ini mencapai 1 triliun ton batu bara. Be-
lum lagi di beberapa provinsi pasokan energinya
masih sangat bergantung pada batubara. Sehingga
tidak mudah untuk mencapai target karbon netral
sepertiyang sudah dicanangkan.

Di tempat lain Indonesia memiliki beberapa
keunggulan dalam konteks perdagangan batubara.
Batu bara yang dimiliki Indonesia sesuai dengan
kebutuhan beberapa negara konsumen terutama
kalori menengah dan rendah. Keunggulan lainnya
adalah posisi Indonesia yang sangat strategis dalam
peta perdagangan kawasan asia pasifik.

“Kita masih memiliki peluang, dengan posisi
Indonesia yang sangat strategis, kualitas batu bara
yang sangat diinginkan konsumen khusus batubara
kalori menegah danrendah,” tandas Hendra.

Ia mengatakan sebagai energi yang tidak ter-
barukan, batubara suatu saat akan habis. Oleh kare-
nanya transisi energi tetap dibutuhkan. Ia juga se-
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AMBANG
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Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan
Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia

pakat untuk mendorong hilirisasi batubara. Namun
perusahaan-perusahaan yang akan menjalankan hi-
lirisasi harus dalam kondisi keuangan yang sehat.
Karena sumber pendanaan yang semakin sulit dida-
pat seiring adanya transisi energi global.

Singkatnya transisi energi tidak lantas me-
ninggalkan batubara sebagai sumber energi yang
murah. Batubara tetap akan dibutuhkan meski seca-
ra porsiakan terus dikurangi. ™

Cina sendiri merupakan negara dengan cadangan batubara terbesar, mencapai 1 triliun.
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PINDAH HALUAN

BISNIS MINERAL

Sejumlah pemain batubara
melakukan diversifikasi bisnis ke lint
mineral. Harum Energy mengakuisisi
tambang nikel. Menyusul
Pamapersada dan Indika Energy yang
sebelumnya membeli tambang emas.
Tanda senja kala batubara?

erusahaan tambang yang bergerak di

bidang batu bara PT Harum Energy kem-

bali melakukan gebrakan, mengakuisisi

perusahaan smelter nikel, PT Infei Metal

Industry. Setelah pada akhir Januari lalu,
lewat anak usahanya PT Tanito Harum Nickel meng-
akuisisi 24 ribu lebih lembar saham milik Aquila Ni-
ckel Ltd di PT Position.

Lewat keterbukaan informasi Bursa Efek Indo-
nesia (BEI), Tanito Harum Nickel mengumumkan
pembelian 256 ribu saham baru milik Infei Metal.
Jumlah saham ini setara dengan 24 persen saham.
Perusahaan menggelontorkan dana sebesar USD 68
juta. Dana pembelian saham ini diperoleh dari fa-
silitas pinjaman sindikasi perbankan yang terdiri da-
ri UOB, OCBC, DBS Bank dan Bank BTPN. Transaksi
tersebut dilaksanakan pada 19 Februari 2021.

Infei Metal merupakan perusahaan smelter
yang berbadan hukum Indonesia. Dijelaskan pula
dalam keterbukaan informasi itu, bahwa aksi kor-
poraksi ini bertujuan untuk mengembangkan usaha
hilir dari penambangan nikel guna mendapatkan
nilai tambah. Jumlah ini setara dengan 51 persen dari
seluruh modal ditempatkan dalam PT Position. Dana
yang dikeluarkan perusahaan sebesar USD 80 juta.

Aksi korporaksi ini melengkapi langkah Harum
Energy sebelumnya yang mengakuisisi tambang ni-
kel. Perusahaan yang mencatatkan sahamnya di
Bursa Efek Indonesia (BEI) ini sejak tahun 2020 su-

Sejumlah pemain batubara melakukan diversifikasi bisnis ke lini mineral.
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Dalam keterbukaan informasi, bahwa aksi korporaksi bertujuan untuk mengembangkan usaha hilir dari penambangan nikel guna

mendapatkan nilai tambah.

dah mulai masuk ke tambang nikel. Ini dimulai
dengan pembelian sebanyak 39 juta lembar saham
Nickel Mines Limited atau hampir 5 persen saham.
Perseroan menggelontorkan uang sebesar AUD 36
juta. Nickel Mines Limited merupakan perusahaan
yang bergerak di bidang pertambangan dan pengo-
lahan nikel. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek
Australia.

PT Position merupakan perseroan terbatas
yang di Indonesia dan memiliki Izin Usaha Per-
tambangan untuk komoditas nikel yang sejauh ini
belum berproduksi. Dengan transaksi terakhir be-
rupa pembelian saham perusahaan smelter, lini bis-
nis Harum Energy di pertambangan nikel menjadi
lengkap dari hulu sampai ke hilir.

Direktur Utama Harum Energy Ray A Gunara
menjelaskan bahwa perusahaan sangat serius
menggarap tambang nikel. Bahkan dalam lima tahun
mendatang ditargetkan konstribusi nikel terhadap
pendapatan perseroan diharapkan mencapai 75-80
persen. Untuk itu, sebagian besar belanja modal di
tahun 2021 dialokasikan untuk pengembangan tam-

bang nikel. Perseroan telah menganggarkan USD 10-
15 juta. Diharapkan pada akhir tahun 2022, tambang
nikel itu sudah berproduksi. Sementara untuk smel-
ter dibutuhkan dana kurang lebih USD 100 juta.

RAPAI

RAPAT |

Ray A Gunara, Direktur Utama Harum Energy
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Komaoditi nikel memiliki prospek cerah dalam jangka panjang.

Ray meyakini komoditi nikel memiliki prospek
cerah dalam jangka panjang. Salah satunya karena
perkembangan dari rencana mobil listrik. Ini juga
yang membuat aksi korporaksi Harum Energy, men-
dapat apresiasi pasar sehingga saham sejumlah pe-
rusahaan tambang nikel menguat beberapa waktu

belakangan, termasuk milik Harum Energy.
*kk

United Tractors selama ini dikenal sebagai distributor alat berat
Komatsu dan sejumlah merek lain.
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Selain nikel, tambang emas juga menarik minat
investasi di Indonesia. PT United Tractors dan anak
usahanya, PT Pamapersada Nusantara membentuk
kekuatan gabungan untuk membeli 95 persen sa-
ham PT Agincourt Resources, pemilik tambang
emas Martabe, di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli
Selatan, Provinsi Provinsi Sumatera Utara.

Untuk melakukan akuisisi yang berlangsung
pada tahun 2018 lalu itu, Pamapersada dan United
Tractors melakukan perkawinan sedarah dengan
membentuk PT Danusa Tambang Nusantara. Seba-
nyak 60 persen saham Danusa Tambang merupakan
milik United Tractors, sisanya kepunyaan Pama-
persada. Nilai transaksi mencapai USD 917 juta, yang
dihitung berdasarkan nilai perusahaan sebesar USD
1,2 miliar.

United Tractors selama ini dikenal sebagai
distributor alat berat Komatsu dan sejumlah merek
lain. Adapun Pamapersada merupakan kontraktor
tambang batu bara. Keduanya membeli tambang
emas sebagai upaya diversifikasi usaha.

Untuk diketahui, kinerja sejumlah lini bisnis
United Tractors mengalami penurunan sepanjang
2020, mulai dari penjualan alat berat, kontraktor



pertambangan, hingga tambang emas. Namun anak
usaha PT Astra International tersebut optimis me-
nyambut 2021 dengan memasang target kinerja
yang lebih tinggi dari tahun lalu.

Sekretaris Perusahaan United Tractors Sara K.
Loebis memperkirakan penjualan alat berat Komat-
su tahun ini bisa mencapai sekitar 1.700 unit. Target
ini naik dari realisasi penjualan Komatsu tahun lalu,
yakni 1.564 unit. Adapun perkiraan naiknya penju-
alan alat berat akan terdorong pertumbuhan dari
sektor non-pertambangan.

Untuk segmen penjualan emas lewat tambang
Martabe, United Tractors menargetkan volume pro-
duksi kembali normal ke kisaran 340 ribu ons. Ada-
pun United Tractors akan melakukan pembaruan
lindung nilai (hedging) terhadap 20 persen dari vo-
lume penjualan tahun ini.

Sepanjang 2020, penjualan emas United Trac-
tors lewat Agincourt mencapai sebesar 319.700 Gold
Equivalent Ounces (GEOs), menurun dari volume
penjualan tahun 2019 yang mencapai 409.700 GEOs.
Sementara proyeksi lini bisnis kontraktor tambang
batubara lewat Pamapersada tahun 2021 akan cen-
derung datar.

MINING ISSUES B

Sebagai perbandingan, tahun lalu United Trac-
tors membukukan volume produksi batu bara sebe-
sar 114 juta ton, menurun 12 persen dari realisasi
tahun sebelumnya yang mencapai 131 juta ton. Un-
tuk segmen penjualan batu bara lewat anak usaha,
PT Turah Turangga Agung, Sara mengatakan target
penjualan tahun ini masih bisa naik ke kisaran 9 juta
ton.

*kk

Pada September 2020, PT Indika Energy mela-
lui anak usahanya PT Indika Mineral Investindo me-
realisasikan penyertaan saham tahap I sebesar 25
persen pada PT Masmindo Dwi Area, pengelola pro-
yek tambang emas Awak Mas di Sulawesi Selatan.
Akuisisi ini merupakan bagian dari upaya diversifi-
kasi usaha perseroan. Sekretaris Perusahaan Indika
Energy Adi Pramono mengatakan, transaksi penyer-
taan saham tahap I ini ditebus dengan nilai USD 15
juta.

“Transaksi ini merupakan langkah strategis
perseroan dalam Awak Mas milik Masmindo yang
merupakan salah satu bentuk pelaksanaan strategi
diversifikasi perseroan,” jelas Adi dalam keterangan
resmi.
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Indika Energy merupakan induk dari PT Kideco Jaya Agung, salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia.

Nusantara Resources merupakan perusahaan
tercatat di Bursa Efek Australia (ASX), yang meru-
pakan induk dari Masmindo. Nusantara Resources
juga punya keterkaitan dengan Indika Energy. Pa-
salnya Indika Energy melalui rangkaian transaksi
akuisisi saham secara bertahap pada 2018-2019, te-
lah menguasai 23,2 persen saham Nusantara Re-
sources per 5 Mei 2020.

Sedangkan Indika Energy merupakan induk
dari PT Kideco Jaya Agung, salah satu perusahaan
batu bara terbesar di Indonesia. Selain itu, Indika
juga punya anak usaha yang bergerak di bidang kon-
traktor batu bara, PT Petrosea. Di luar tambang batu
bara, Indika bisnis lain di bidang pembangkit listrik
tenaga uap.

Proses Indika Energy mengakuisisi Masmindo
sebenarnya telah dimulai sejak Desember 2019. Ke-
tika itu, Nusantara Resources mengumumkan non-
binding term sheet dengan Indika Energy pada pro-
yek Awak Mas. Pada term sheet dijelaskan terdapat
dua kali penyertaan saham senilai total USD 40 juta
kepada Masmindo oleh Indika Energy. Pertama,
penyertaan tahap I senilai USD 15 juta yang telah
melewati proses persetujuan pemegang saham Nu-
santara Resources dan persetujuan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Setelah
penyertaan ini, Indika Energy dan Nusantara Re-
sources masing-masing menggenggam 25 persen
dan 75 prsen saham dari modal ditempatkan dan
disetor Masmindo.
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Selanjutnya, masih terdapat penyertaan tahap
II, di mana Indika Energy memiliki hak namun tidak
wajib untuk melakukan penyertaan tambahan seba-
nyak 15 persen saham dengan nilai USD 25 juta. Per-
nyertaan saham tahap II ini juga harus melewati
persetujuan pemegang saham Nusantara Resouces
dan Kementerian ESDM.

Nantinya, apabila penyertaan tahap II diekse-
kusi, maka kepemilikan Indika Energy pada Mas-
mindo bakal bertambah menjadi 40 persen, dan ke-
pemilikan Nusantara Resources akan berkurang
menjadi 60 persen. Masmindo memiliki hak eksklu-
sif untuk mengeksplorasi Proyek Emas Awak Mas
hingga tahun 2050, yang memiliki perkiraan cada-
ngan bijih sebesar 1,1 juta ounce dan sumber daya
sebesar 2 juta ounce.

Adapun pada non-binding term sheet tahun
2019 turut memuat perjanjian opsi antara Indika
Energy dengan Nusantara sehubungan dengan usu-
lan pemberian 10 juta saham opsi oleh Nusantara ke-
pada Indika Energy. Usulan ini dapat dilaksanakan
Indika hingga 1 Desember 2022, yakni dengan
melakukan penyertaan 10 juta saham yang disetor
penuh di Nusantara dengan harga AUD 0,61 per sa-
ham.

Meski diversifikasi bisnis Harum Energy, Pa-
mapersada, dan Indika Energy ke lini mineral terli-
hat cerah, namun dalam beberapa tahun ke depan
meraka masih bertumpu pada pertambangan batu
bara.
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INDONESIA SIAP HADAPI

UNIEROPA DIWTO

Tahun ini sidang gugatan Uni Eropa
terkait kebijakan larangan ekspor mulai
intens dilakukan. Butuh waktu dan
proses yang lama untuk sampai pada
keputusan akhir. Pemerintah Indonesia
telah menyiapkan berbagai langkah
menghadapinya.

emerintah Indonesia menurut Menteri

ESDM Arifin Tasrif siap menghadapi gu-

gatan Uni Eropa di World Trade Organi-

zation (WTO). Gugatan ini disampaikan

Uni Eropa pada 22 November pada 2019.
Ketika itu Uni Eropa menggugat Indonesia terkait
larangan ekspor bijih nikel dan kewajiban pengo-
lahan nikel dalam negeri. Padahal bijih nikel meru-
pakan bahan baku yang penting untuk memproduk-
sibaja antikarat.

Pihak Uni Eropa meminta penjelasan terkait
pembatasan ekspor nikel, termasuk larangan nyata
untuk mengekspor. Kemudian persyaratan pemro-
sesan domestik untuk nikel, bijih besi, kromium dan
batu bara. Lalu ada kewajiban pemasaran domestik
untuk produk nikel dan batubara. Terkait persya-
ratan perizinan ekspor nikel dan skema subsidi yang
dilarang.

Bagi mereka langkah-langkah yang membatasi
ekspor bahan mentah tertentu, termasuk yang me-
merlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri,
kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persya-
ratan perizinan ekspor tidak sejalan dengan Pasal XI:
1GATT 1994.

Sebagai kelanjutan dari pada 14 Januari 2021,
Uni Eropa meminta pembentukan panel. Kemudian
pada pertemuannya pada 25 Januari 2021 belum ber-
hasil membentuk panel. Kemudian pada pertemuan
tanggal 22 Februari 2021, panel berhasil dibentuk. Di
kesempatan Brasil, Kanada, Tiongkok, India, Jepang,
Korea, Federasi Rusia, Arab Saudi, Singapura, Tiong-
hoa Taipei, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris
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Raya, dan Amerika Serikat hadir sebagai pihak ke-
tiga.

Terkait hal ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif
mengatakan pemerintah siap meladeni gugatan Uni
Eropa di WTO. Saat ini Pemerintah telah menunjuk
firma hukum Kedua, pemerintah telah menunjuk
Law Firm Baker McKenzie di Jenewa dan Joseph Wi-
ra Koesnaidi (JWK) di Jakarta. Kedua firma hukum
inilah yang akan mewakili pemerintah Indonesia
dalam menghadiri sidang Dispute Settlement Body
(DSB) WTO dan menyusun tanggapan atas gugatan
Uni Eropa.

Selain itu Pemerintah juga telah menyiapkan
beberapa langkah penting. Mulai dari menyusun dan
mengajukan kriteria pemilihan panel pada 8 Maret
2021. "Indonesia telah menyusun dan mengajukan
kriteria pemilihan panel pada tanggal 8 Maret 2021
dan selanjutnya menunggu penetapan panel Dispute
Settlement Body (DSB) World Trade Organization
(WTO),” terang Arifin dalam Rapat Dengar Pendapat
dengan Komisi VII DPRRI.

Langkah lain yang disiapkan Pemerintah ada-
lah melakukan konsolidasi posisi pemerintah Indo-
nesia dalam menghadapi penanganan kasus DS 592
bersama dengan Kementerian Perdagangan (Ke-
mendag), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan
Konsultasi Hukum yang dikoordinasikan oleh Ke-
menko Maritim dan Investasi.

Arifin Tasrif saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII
DPRRI.

Pemerintah juga menyusun statement bersama
dalam menanggapi pertanyaan media dan public
terkaitisu DS 592. Tujuannya agar setiap pernyataan
yang keluar dari pejabat pemerintah terkait sejalan
dengan argumentasi pembelaan Indonesia.

Dari sisi Kementerian ESDM juga menyiapkan
data atau informasi yang relevan serta analisa selu-
ruh aturan-aturan yang terkait untuk mendukung
proses penyelesaian sengketa di Dispute Settlement
Body WTO.

Pemerintah Indonesia menurut Menteri ESDM Arrifin Tasrif siap menghadapi gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO).
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Uni Eropa menggugat Indonesia terkait larangan ekspor bijih nikel dan kewajiban pengolahan nikel dalam negeri. Padahal bijih nikel
merupakan bahan baku yang penting untuk memproduksi baja anti karat.

Selain menunjuk firma hukum baik yang di Je-
newa maupun di Indonesia, Pemerintah juga menyi-
apkan tim tenaga ahli untuk mendukung dan me-
nyampaikan pembelaan disidang.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya pe-
nyelesaian kasus ini sudah dimulai pada 30-31Janu-
ari 2021 silam. Dimulai dengan tahap pembentukan
panel. Dalam rapat yang kedua pada 22 Februari
akhirnya dibentuk panel tersebut. Kemudian 29 Ma-
ret 2021 akan ditentukan jadwal sidang.

"Saat ini masih dalam posisi pembentukan
panel dan berdasarkan peraturan WTO, penyele-
saian pembentukan panel maksimal 9 bulan tanpa
banding atau 12 bulan dengan banding,” terang Men-
teri ESDM dihadapan wakil rakyat komisi energi.

Kemudian pada April-Desember 2021 akan di-
lakukan pengujian oleh panelis. Selanjutnya baru
awal tahun depan akan dikeluarkan laporan interim,
komentar dan review. Hasilnya dalam bentuk lapo-
ran yang akan diberikan ke anggota pada April 2022.
Kemudian pengajuan banding ke WTO maksimal 60
hari setelah sirkulasi atau dilakukan sekitar Juni-
September 2022. Keputusan baru akan keluar seki-
tar Maret 2022-Juni 2023.

Dalam diskusi CEO Talk yang dilaksanak Maja-
lah TAMBANG, Dirjen Minerba menegaskan komit-
men Pemerintah dalam mendorong hilirisasi meski
harus menghadapi tekanan pihak luar. “Kita sedang
di gugat Uni Eropa di WTO. Menurut saya itu ada-
ada saja. Kita yang punya nikel, kenapa mereka pak-
sa-paksa kita jual nikel. Hal-hal seperti ini menuntut
kekompakan kita. Begitu UU Minerba mengatakan
hilirisasi maka kita harus melakukan hilirisasi,” tu-
tupnya. =
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MENDORONG
PRODUK DALAM NEGERI
SEKTOR PERTAMBANGAN

Pemerintah terus mendorong
pemanfaatan produk dalam negeri di
sektor pertambangan. Ini diyakini akan
memberi kontribusi pada pertumbuhan
industri pendukung sektor
pertambangan di Indonesia. Pada
akhirnya akan mendukung
perekonomian nasional.

ISKUSI soal Tingkat Kandungan Dalam

Negeri (TKDN) kembali ramai. Di anta-

ranya terkait pernyataan Presiden Jo-

ko Widodo yang mengatakan kita ha-

rus membenci produk asing. Pernya-
taan orang nomor satu di Indonesia ini memantik
diskusiberbagai kalangan.

@ uUTAMAKAN @
ou
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Jika dilihat dari semangat yang diusung Jokowi,
pernyataan ini adalah upaya untuk mendorong ma-
syarakat Indonesia untuk mengutamakan produk
dalam negeri. Sebagai bagian dari masyarakat global
tentu tidak mungkin menutup diri terhadap dunia
luar. Termasuk produk-produk yang berasal dari
negara lain. Namun jika di dalam negeri sudah ter-
sedia kenapa harus bergantung pada produk impor.

Semangat ini juga yang kembali dikobarkan
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Dja-
maluddin. Menurutnya, industri dalam negeri harus
dibangun untuk membebaskan diri dari ketergan-
tungan pada produk impor. Ini merupakan bagian
dari upaya pemerintah mewujudkan kemerdekaan
disektor pertambangan.

la dengan tegas mengatakan salah satu bentuk
kemerdekaan kita saat ini adalah kemampuan kita
untuk berdiri di atas kaki sendiri. Termasuk di da-
lamnya dalam memenuhi kebutuhan di sektor per-
tambangan. Pria yang diangkat menjadi Dirjen Mi-
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Pemilik proyek dalam hal ini perusahaan tambang harus punya niat untuk menggunakan produk dalam negeri. Jangan sengaja
mempersulit produk dalam negeri dengan sengaja membuat aturan tambahan.

nerba menggantikan Bambang Gatot Ariyono ini
kemudian mengambil contoh di bidang kesehatan
khusus di masa pandemi.

“Kita bisa bayangkan bagaimana menyedihkan
kondisi Indonesia di masa pandemi ini. Kita harus
berjuang keras untuk menunggu belaskasihan dari
orang lain untuk mengirimkan vaksin ke Indonesia.
Kebutuhan sangat mendesak tetapi karena kita tidak
memiliki kemampuan maka jadilah kita sebagai ne-
gara yang tangannya masih dibawah,” tegas Ridwan
dalam diskusi dengan tema Mendongkrak Penggu-
naan Produk Dalam Negeri Di Sektor Pertambangan
beberapawaktulalu.

Ia kemudian menegaskan jika di bidang kese-
hatan belum bisa mengatakan sehebat yang lain. Di
sektor pertambangan tidak boleh mengalami hal
yang sama. “Karena hidup kita sangat dekat dengan
duniaini (pertambangan),” tandas Ridwan.

Menurut Ridwan secara regulasi sudah sangat
jelas bahwa penggunaan produk dalam negeri itu
wajib hukumnya. “Selama mampu diproduksi dalam
negeri dan harganya bisa bersaing maka harus di-
utamakan produk dalam negeri,” tegas Ridwan.

Untuk mewujudkan hal tersebut ia menyebut
tiga pelaku utama punya peran penting, yakni peme-
rintah, Perusahaan tambang, dan produsen produk
dalam negeri.

“Pemerintah harus kompak jangan sampai ada
kementerian yang mewajibkannya dan kementerian

lainnya tidak mendukungnya. Kedua, pemilik proyek
dalam hal ini perusahaan tambang harus punya niat
untuk menggunakan produk dalam negri. Jangan se-
ngaja mempersulit produk dalam negeri dengan se-
ngaja membuat aturan tambahan. Misalnya pipa
yang dibutuhkan panjang 6 meter tetapi dibuat atu-
ran harus panjangnya 7 meter agar produk dalam
negeri tidak memenuhi persyaratan,” tandasnya.
Sementara untuk produsen dalam negeri, Rid-
wan meminta agar menjadi petarung. “Pelaku usaha

Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaran.
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Penggunaan produk dalam negeri akan punya dampak besar bagi perekonomian Indonesia.

dalam negeri harus jadi petarung dan jangan jadi
anak manja. Kalau produk kita bagus pasti dipakai,
ujarnya lagi.

Di atas segalanya, sambung Ridwan, yang pa-
ling diperlukan adalah komitmen. “Jangan sampai
kita terjajah untuk kesekiaan kalinya. Penggunaan
produk dalam negeri akan punya dampak besar bagi
perekonomian Indonesia di antaranya membuka la-
pangan kerja,”ungkapnya.

Ditjen Minerba akan melakukan berbagai hal
dalam mendukung peningkatan pemanfaatan pro-
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duk dalam negeri di sektor pertambangan. Di anta-
ranya dengan membentuk Pokja khusus terkait
TKDN dan P3DN.

"Kami juga sudah membangun sebuah platform
Minepedia. Ini semua untuk membantu meningkat-
kan pemanfaatan produk dalam negeri di sektor
pertambangan,’ tutupnya.

Belanja Modal Di Sektor Minerba

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya,
UU Minerba terbaru sudah sangat jelas menegaskan
terkait penggunaan produk dalam negeri. Di pasal
106, ditegaskan perusahaan pemegang IUP dan
[UPK untuk mengutamakan pemanfaatan tenaga
kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Di beleid ini juga sudah disebutkan sanksi bagi
yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Di pasal
151 dari UU Nomor 3 tahun 2020 ditegaskan, Menteri
berhak memberikan sanksi administratif kepada pe-
megang IUP, IUPK dan IPR, SIPB atau IUP untuk pen-
jualan atas pelanggaran atas ketentuan dimaksud.

Jika dilihat dari data Kementerian ESDM khu-
susnya dari Ditjen Minerba, realisasi belanja tingkat
komponen dalam negeri (TKDN) di sektor pertam-
bangan terus mengalami kenaikan. Di tahun 2020
sudah mencapai 35,8%, ada kenaikan dari tahun se-
belumnya sebesar 23,30%.



“Data ini belum final karena data triwulan IV
belum semua masuk. Masih dalam proses rekapitu-
lasi laporan triwulan IV-2020,” terang Sinta Amalia,
Sub Koordinator Bimbingan Pengelolaan Barang
Operasi Usaha Batubara Ditjen Minerba.

Belanja domestik yang dimaksudkan di sini
adalah pembelian produk dalam negeri dan produk
impor yang dijual di Indonesia yang memenuhi
standar.

Jadi, meski datanya terus meningkat namun
belanja dalam negeri ini masih termasuk produk
impor. “Oleh karenanya yang nanti kita dorong
adalah peningkatan nilai TKDN,” tandas Sinta.

Selain itu, ke depan pihaknya akan memasukan
komponen TKDN dalam RKAB tahun 2022 dengan
fokus pada pengadaan barang. Ia juga mengatakan
ada beberapa tantangan terkait dengan P3DN atau
TKDN adalah ketersediaan produk dalam negeri
yang masih sangat terbatas. Kemudian menghitung
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tingkat kandungan lokal pada setiap pembelian
barang perusahaan.

Hal yang sama juga disampaikan Spencer Paoh,
Ketua Bidang Tata Kelola Perwakilan Daerah Per-
himpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI).
Spencer menjelaskan salah satu tantangan terkait
dengan pemanfaatan produk dalam negeri adalah
ketersediaannya. Menurutnya, saat ini ketersediaan
produk dalam negeri untuk menunjang kegiatan
pertambangan masih sangat terbatas. Bahkan ada
beberapa produk dengan spesifikasi tertentu belum
tersedia dalam negeri.

Ini yang membuat masih banyak produk luar
yang digunakan di kegiatan pertambangan. Namun
ke depan, peluang pemanfaatan produk dalam ne-
geri masih cukup besar. Hal yang penting adalah ke-
tersediaan produk tersebut dan sesuai dengan spe-
sifikasi dan kebutuhan di kegiatan usaha pertam-
bangan.

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan produk dalam negeri di sektor pertambangan. Ini diyakini akan memberi kontribusi pada
pertumbuhan industri pendukung sektor pertambangan di Indonesia.
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KETIKA FABA BUKAN LAG
LIMBAH BERACUN

Pemerintah telah mengeluarkan FABA
dari list limbah B3. Lahirlan sikap pro
dan kontra. Tantangan ke depan adalah
bagaimana tetap memanfaatkan FABA
tanpa mengabaikan kewajiban untuk
mengolah sesuai kaidah yang berlaku.

BU Batubara yang dihasilkan dari proses

pembakaran di pembangkit listrik tenaga

upa (PLTU) ramai jadi perbincangan

akhir-akhir ini. Bermula dari hadirnya

eleid turunan dari UU No.11 Tahun 2020

Tentang Cipta Lapangan Kerja yakni PP No. 22 Ta-

hun 2021. Beleid tentang Penyelenggaraan Perlin-

dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini di-
undangkan 2 Februari 20211alu.

Salah satu point dalam beleid ini terkait abu ba-
tu bara yang dikenal dengan sebutan FABA (fly ash
dan bottom ash) yang tidak lagi dikategorikan seba-
gai Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).
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Berbagai respon disuarakan, ada yang pro dan
ada yang kontra. Bagi pegiat lingkungan kebijakan
ini dinilai berbahaya dan mengancam kesehatan
masyarakat dan lingkungan. Namun bagi Pemerin-
tah dan juga pelaku usaha di sektor ketenagalis-
trikan, kebijakan ini dinilai sebagai bernilai positif.

Sebuah lembaga peduli lingkungan, Indonesian
Center for Environmental Law (ICEL) memberi be-
berapa catatan kritis terkait kebijakan ini. Pertama,
luputnya pertimbangan biaya yang timbul dari re-
siko pencemaran abu batu bara akibat longgarnya
aturan pengelolaan abu batu bara sebagai Limbah
Non B3.

Ini terkait dengan klaim pemerintah terkait po-
tensi keuntungan ekonomi dari dikeluarkannya abu
batu bara dari daftar limbah B3 sebesar Rp. 447 juta
per hari. Keuntungan ekonomi tersebut diperoleh
dari penghematan biaya pengolahan abu batu bara
oleh pengolah limbah B3 serta dari keuntungan pe-
manfaatan abu batubara.

Hal kedua, ketidakadilan lingkungan dengan
adanya potensi distribusi dampak atau risiko terha-
dap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
Dengan statusnya sebagai limbah non B3, kini abu
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Umverstas Gadjah Mada

Pemerintah telah mengeluarkan FABA dari /ist limbah B3. Lahirlan sikap pro dan kontra.

batu bara tidak perlu diuji terlebih dahulu sebelum
dimanfaatkan.

“Artinya terdapat risiko di mana abu batu bara
dimanfaatkan tanpa kita ketahui potensi pencema-
rannya. Terlebih lagi, aturan pemanfaatan abu batu
bara sebagai limbah non B3 tidak memprioritaskan
cara pemanfaatan limbah abu batu bara yang paling
aman,” tulis ICEL dalam siaran persnya.

Hal ketiga, hilangnya kewajiban pelaku usaha
PLTU untuk memiliki sistem tanggap darurat untuk
pengelolaan abu batu bara. Hal yang juga membeda-
kan pengelolaan Limbah B3 dan limbah non B3 ada-
lah adanya kewajiban untuk memiliki Sistem Tang-
gap Darurat. “Pada dasarnya, sistem tanggap daru-
rat merupakan sistem pengendalian keadaan daru-
rat akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah
B3, demikian terang ICEL.

Kemudian hal keempat, adanya potensi “me-
ngendurkan” penegakan hukum terhadap pelaku
usaha pengelola abu batu bara. Sebagai contoh, da-
lam konteks penegakan hukum perdata, pengelola
abu batu bara berpotensi tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban mutlak (strict liability) karena
bukan merupakan kategori B3.

Akhirnya ICEL melihat bahwa bentuk pelong-
garan regulasi pengelolaan abu batu bara ini mem-
berikan ancaman bagi kesehatan masyarakat dan
lingkungan hidup. Hingga saat ini, studi membukti-
kan bahwa bahan beracun dan berbahaya yang dite-
mukan dalam abu batu bara dapat merusak setiap
organ utama dalam tubuh manusia

Disebutkan bahwa pencemaran dalam abu ba-
tu bara dapat menyebabkan terjadinya kanker, pe-
nyakit ginjal, kerusakan organ reproduksi, dan keru-
sakan pada sistem saraf khususnya pada anak-anak.

Potensi Pemanfaatan FABA

Namun bagi pelaku usaha di sektor ketenaga-
listrikan inilah kebijakan yang ditunggu. Dikeluar-
kannya FABA dari kategorilimbah B3 akan membuka
kemungkinan pemanfaatan abu batu bara secara
optimal.

Apalagi di banyak negara termasuk Jepang
yang dikenal sangat ketat dalam urusan lingkungan
FABA tidak masuk dalam kategori limbah B3. Ini juga
dibuktikan dari hasi uji laboratorium independen
atas Toxicity Characteristic Leaching Procedure
(TCLP) dan Lethal Dose 50 (LD50). Sampel pengujian
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Hilangnya kewajiban pelaku usaha PLTU untuk memiliki sistem tanggap darurat untuk pengelolaan abu batu bara.

berasal dari beberapa PLTU menunjukkan, FABA
yang dihasilkan tidak mengandung unsur yang
membahayakan lingkungan.

Beberapa laboratorium yang telah melakukan
uji kimia dan biologi atas FABA. Di antaranya labora-
torium Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara
Kementerian ESDM bersama Laboratorium Pusat
Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan
(PPSDAL) Universitas Padjadjaran. Beberapa pengu-
jian toxicology pun menunjukkan bahwa abu batu
bara atau FABA yang diteliti dapat dikategorikan se-
bagailimbah tetapibukan B3.

Dengan dasar itulah Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Mar-
ves) mendorong pemanfaatan Fly Ash dan Bottom
Ash (FABA) untuk bahan baku konstruksi dan sumber
material.

Dosen Institut Teknologi Sepuluh November
(ITS) Surabaya Januarti Jaya Ekaputri menjelaskan
rangkaian penelitian yang final terkait pemanfaatan
FABA. Diantaranya pemanfaatan FABA untuk beton
sebagai bahan pengganti semen atau pasir dari level
laboratorium serta kerja sama dengan industri.

“Sekarang masalahnya sejak FABA itu sudah di-
keluarkan dari daftar limbah B3, ini aplikasinya ha-
rus ditingkatkan, kalau dulu orang ragu-ragu, ini izin-
nya bagaimana, transportasi bagaimana, dan apakah
melanggar regulasi atau tidak,” terang Januarti.
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Januarti menilai setelah FABA dikeluarkan dari
daftar limbah B3 maka yang penting adalah regulasi
atau aturan turunannya dari pemerintah terkait pe-
manfaatan FABA. Pemerintah lewat kementerian
terkait perlu segera mengeluarkan aturan atau se-
macan standar operasional prosedur (SOP) pena-
nganan FABA.

“Itu yang kita tunggu. Kemudian dari sisiindus-
tri, itu mereka jangan bingung lagi, karena ada mo-
del yang dapat diaplikasikan dalam sebuah produk,
siapa yang mau menggunakan atau pakai,” ujarnya.

Sebagai peneliti ia berharap Indonesia memi-
liki pusat riset tentang FABA kerena potensi batu
bara Indonesia yang besar. “Jadi sebagai pusat in-
formasi dan pusat ilmu pengetahuan, sebaiknya ada
pusat riset batu bara termasuk pemanfaatan lim-
bahnya,” pungkasnya.

Dalam Lokakarya Pemanfaatan FABA yang dia-
dakan Kemenko Maritim dan Investasi, Deputi Pe-
ngelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendi-
arti mengatakan penggunaan FABA untuk berbagai
keperluan harus tetap menerapkan prinsip keha-
tian-hatian. Meski adanya dorong dan permintaan
berbagai pihak untuk pengecualian FABA dari daftar
limbah B3.

“Ini sebenarnya sudah dibahas secara detail
dan sudah diakomodir upaya pengecualian FABA se-
bagai B3 dan dapat memanfaatkan FABA sambil me-



nunggu hasil uji karakteristik toksikologi sub kronis
yang memerlukan waktu cukup lama” ungkap Nani.

Kementerian LHK menurut Nani mengawal
aktif penyusunan PP No.22 tersebut. Butuh proses
yang cukup panjang hingga akhirnya mengeluarkan
FABA dari daftar B3. Dengan adanya regulasi baru
itu, kini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang
banyak menghasilkan FABA sudah bisa begerak ce-
pat dalam menyiapkan skenario dan road map atau
petajalan pemanfaatannya.

“Pemanfaatan FABA sudah sering dibahas, di-
gunakan untuk bahan baku berbagi produk dan ini
nantinya masuk sirkularitas dalam sektor industri,”
terang Nani.

Dalam berbagai kesempatan, Luhut Binsar
Pandjaitan telah menyampaikan komitmennya un-
tuk mondorong percepatan pemanfaatan FABA se-
bagai bahan pendukung infrastruktur, baik jalan,
batako, dan sebagainya.

Penasihat Khusus Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi, Yohanes Surya, pun ber-
harap agar ada tindakan nyata terkait pemanfaatan
FABA itu sendiri di Indonesia. Pasalnya, selama ini
FABA sudah banyak digunakan di bidang konstruksi,
misalnya geopolimer dan lainnnya.

“Kemudian juga kita harapkan ada pemanfaat-
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an FABA untuk semen, pengganti substrat karang,
mangrove dan ekstraksi kandungan-kandungan
material penting lainnya. Saya berharap hari ini kita
punya tindakan nyata setelah ini, apa yang bisa kita
lakukan,” ungkap Yohanes.

Yohanes mengungkapkan selama ini FABA ma-
suk dalam kategori limbah beracun sehingga sangat
sulit untuk dimanfaatkan keberadaanya oleh peng-
hasil limbah itu sendiri yakni PLTU. Padahal biaya
untuk pengelolaan limbah jenis ini terbilang sangat
besar. Keluarnya PP 22 akan menjadi kabar baik
karena FABA sudah bisa dimanfaatkan.

“Sekarang dana untuk pengelolaan limbah itu
bisa menurunkan biaya produksi listrik bahkan
mendapat keuntungan dari pemanfaatannya. Tahun
ini jumlah FABA yang dihasilkan sekitar 17 juta ton
dan tiap tahun itu meningkatkan. Pada 2050 diper-
kirakan mencapai49juta ton,” ungkapnya.

PT PLN (Persero) memastikan akan mengolah
dan mengoptimalkan pemanfaatan FABA. Perusa-
haan listrik negara ini akan menggandeng banyak
pihak, terutama UMKM untuk memanfaatkan lebih
lanjut FABA sebagai hasil limbah dalam proses pro-
duksilistrik tersebut.

“Kami telah melakukan berbagai uji coba dan
mengembangkan agar FABA hasil pembakaran di

Dengan adanya regulasi baru itu, kini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang banyak menghasilkan FABA sudah bisa begerak
cepat dalam menyiapkan skenario dan road map atau peta jalan pemanfaatannya.
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PLTU bisa dimanfaatkan dan hasilnya sangat meng-
gembirakan. FABA bisa dimanfaatkan untuk bahan
penunjang infrastruktur seperti jalan, conblock, se-
men, hingga pupuk,” ungkap Executive Vice Pre-
sident Komunikasi Korporat dan CSR Agung Murdifi.

Beberapa PLTU sudah melakukan pengolahan
FABA. Sebut saja PLTU Tanjung Jati B yang berlokasi
di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Berbekal izin dari
Kementerian LHK, PLTU Tanjung Jati B menyulap
FABA menjadi batako, paving, dan beton pracetak.
Produk ini digunakan untuk kegiatan CSR pemba-
ngunan rumah warga tidak mampu di sekitar pem-
bangkit tersebut.

“Hasil olahan dari limbah FABA itu kami man-
faatkan untuk merenovasi rumah di sekitar PLTU
TanjungJati B, ungkap Agung.

Satu rumah bertipe 72 yang dibangun membu-
tuhkan sekitar 1.600 batako yang menyerap 11 ton
FABA untuk pembuatannya.

Sepanjang tahun 2020, PLTU Tanjung Jati B
telah berhasil menyalurkan 115.778 buah paving dan
82.100 batako dari FABA untuk pembangunan infra-

struktur. Setelah tahun lalu membukukan 15.241 pa-
ving dan 20.466 batako.

“Terbaru kami salurkan sebanyak 32.600 buah
paving untuk renovasi masjid Darul Muttaqin, Desa
Kaliamman, Kembang, Jepara,’lanjut Agung.

Selain itu, ada PLTU Asam Asam yang meman-
faatkan FABA sebagai road base atau lapisan jalan
dalam pembuatan akses jalan. Kemudian PLTU Su-
ralaya memanfaatkan FABA sebagai bahan baku ba-
tako dan bahan baku di industri semen. Sementara,
PLTU Ombilin memanfaatkan FABA menjadi cam-
puran pupuk silika.

“PLN yakin momentum ini sebagai era baru pe-
ngelolaan FABA. Memberi harapan baru pada infra-
struktur lebih murah dan kualitas lingkungan yang
lebih baik,” pungkas Agung.

Negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa
dan India tidak memasukan FABA ini sebagai limbah
B3. Bahkan Jepang menjadi salah satu negara yang
telah memanfaatkan FABA ini untuk beberapa ke-
giatan. ™

JADI SEMEN
HINGGA BAHAN REKLAMASI

T Semen Indonesia Tbk berupaya menja-

lankan program menjaga lingkungan. Hal

ini ditempuh melalui berbagai macam

cara, termasuk dengan memanfaatkan

limbah sisa produksi seperti abu batu
bara atau fly ash and bottom ash (FABA).

Perusahan semen pelat merah dengan pengu-
asaan pangsa pasar terbesar semen domestik terse-
but sudah mencanangkan target yang jelas. Direktur
Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha Semen
Indonesia Fadjar Judisiawan bilang, pihaknya memi-
liki peta jalan untuk terus meningkatkan peman-
faatan FABA hingga mencapai 2,5juta ton per tahun.
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“Road map (pemanfaatan FABA) kami peta ja-
lannya memang akan meningkat,” kata Fadjar dalam
sesi Webinar bertajuk Peta Jalan Pemanfaatan FABA
yang Ramah Lingkungan dan Multiplier Effect Bagi
Perekonomian yang diselenggarakan Energy and Mi-
ning Society (E2S), Jumat (26/3).

Semen Indonesia memang telah memanfaat-
kan FABA untuk berbagai macam hal, seperti misal-
nya sebagai campuran di raw mill dengan porsi 5%
untuk bottom ash kategori non-cement grade, cam-
puran finish mill dengan porsi 5% untuk fly ash ka-
tegori cement grade, maupun sebagai campuran
pada produk wet mix concrete dengan pors 5% untuk
flyash.

Sepanjang tahun 2020 lalu, penggunaan FABA
non-cement grade di Semen Indonesia mencapai se-
kitar 926.000 ton. Sementara penggunaan FABA un-
tuk kategori cement grade berkisar kurang lebih
600.000 ton.

Diakui Fadjar, pemanfaatan FABA juga memiliki
beberapa tantangan tersendiri. Dalam hal spesifi-
kasi misalnya, Semen Indonesia perlu memilah-mi-
lah FABA yang digunakan dalam pembuatan semen
terlebih dahulu. Sebab tidak semua FABA bisa lang-
sung digunakan dalam pembuatan semen.

SMGR juga perlu mengendalikan pembakaran



batubara. Kemudian, pihaknya juga perlu menyiap-
kan perlakuan atawa treatment tertentu agar FABA
dengan ukuran yang berbeda-beda bisa digunakan
dalam satu produk. Tantangan terakhir adalah dari
segi harga. Sebab pengkategorian FABA sebagai lim-
bah non B3 berpotensi memunculkan nilai ekonomis
dari FABA itu sendiri.

Meski begitu, Semen Indonesia juga meyakini
bahwa pemanfaatan FABA membawa sejumlah man-
faat. “Peluang (pemanfaatan) FABA bisa untuk me-
lakukan kolaborasi unit baru dan menumbuhkan cir-
cular economy di Indonesia,” tutur Fadjar.

Potret lainnya dari pengelolaan abu pembang-
kit listrik ada di PT Adaro Power, yang kini tengah
mengkaji potensi FABA untuk menunjang kebutu-
han industri. Untuk itu, salah satu unit usaha PT
Adaro Energy Tbk (ADRO) tersebut tengah melaku-
kan kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan
guna mendukung langkah tersebut.

Wakil Presiden Direktur PT Adaro Power,
Dharma Djojonegoro mengatakan, saat ini pihaknya
tengah meneliti potensi pemanfaatan FABA untuk
sejumlah hal seperti pembuatan jalan tambang,
reklamasi, dan lain-lain.

“Satu yang jelas sedang kita teliti, yaitu untuk
membikin jalan tambang, jalan tambang kan tiap
hari dilalui oleh truk-truk besar, jadi sedikit-sedikit
rusak. Jadi untuk memperbarui dan memperkeras
jalan tambang ini kita memikirkan untuk (pakai)
FABA ujar Dharma dalam sesi Webinar bertajuk
“Peta Jalan Pemanfaatan FABA yang Ramah Lingku-
ngan dan Multiplier Effect Bagi Perekonomian” yang
diselenggarakan Energy and Mining Society (E2S),
Jumat (26/3).

Minat Adaro Power untuk mengkaji pemanfa-
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atan FABA meningkat menyusul terbitnya Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 22/2021 tentang Penye-
lenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingku-
ngan pada 2 Februari 20211alu.

Catatan saja, dengan adanya beleid itu, FABA
dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) atau ke-
giatan lain yang menggunakan teknologi selain sto-
cker boiler atau tungku industri dikecualikan dari
kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dengan
demikian, pemanfaatannya tidak lagi memerlukan
persetujuan teknis atau surat layak operasi (SLO).

Dharma optimistis, PP Nomor 22/2021 bisa
mendorong pemanfaatan FABA untuk berbagai hal.
Di sisi lain, bagi Adaro Power, pemanfaatan FABA
untuk perbaikan dan pengerasan jalan tambang, bila
memungkinkan untuk dilakukan, bisa sangat bergu-
na. Terlebih, selama ini Adaro Power selalu menyim-
pan FABA hasil pembakaran PLTU untuk jangka wak-
tutertentu.

Asal tahu saja, sebagai pengembang pembang-
kit listrik swasta, saat ini Adaro Power mengoperasi-
kan beberapa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
sebagai salah satu lini pembangkitan listrik

Beberapa PLTU Adaro Power yang sudah bero-
perasi di antaranya yakni PLTU Makmur Sejahtera
Wisesa berkapasitas 2x30 megawatt (MW) dan dan
PLTU Tanjung Power Indonesia 2x100 MW. Menyu-
sul, terdapat pula PLTU Bhimasena Power Indone-
sia dengan kapasitas 2x1.000 MW yang tengah ber-
langsung pembangunannya.

“Kami sudah pernah melakukan analisis, kalau
kami bisa misalkan untuk jalan tambang saja kita
bikin, itu FABA (dari) dua PLTU kami di area tambang
itu sudah habis semua, jadi sudah enggak perlu kami
timbunlagi,” tutur Dharma. m
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RAKSASA BAJA
BIDIK LADANG TEMBAGA

Tsingshan ingin membangun pabrik
tembaga super jumbo di Indonesia.
Mengincar bermitra dengan Freeport.
Produsen baja tahan karat nomor wahid
di dunia itu, berani menanggung modal
smelter nyaris sepenuhnya.

kspansi Grup Tsingshan di lini pengo-

lahan nikel masih terus berlangsung.

Sukses menguasai industri hilir baja ta-

han karat tak membuatnya puas. Raksasa

asal Negeri Panda itu ingin masuk ke
bisnis tembaga. Awal Februari lalu, Deputi Pertam-
bangan Kemenko Maritim dan Investasi, Septian
Hario Seto menegaskan, Tsingshan tengah mende-
kati PT Freeport Indonesia.

Tsingshan menawarkan kongsi membangun
smelter tembaga di Weda Bay, Maluku Utara. Kapasi-
tasnya direncanakan mampu menelan konsentrat
sebanyak 2,4 juta ton setahun. Jika benar terealisasi,
pabrik tersebut bakal menjadi yang terbesar di du-
nia. Sejauh ini, belum ada fasilitas dengan kapasitas
konsentrat sejumbo itu di satu lokasi.

Tsingshan berani memikul beban modal nyaris
sepenuhnya. Dari nilai taksiran investasi pabrik se-
besar USD 2,5 miliar, Freeport ditawari pegang porsi
biaya sebagian kecil saja, hanya 7,5 persen. Hal ini
dinilai menjadi solusi kebuntuan Freeport yang sela-
ma ini merasa keberatan membangun smelter.

Modalnya dianggap terlampau tinggi namun
labanya tipis. “Freeport selalu bilang tidak mengun-
tungkan, belanja modal mahal. Tsingshan punya
teknologi bisa tekan angka belanja modal dan beri-
kan pendanaan yang maksimal,” ungkap Seto.

Tawaran Tsingsan lebih menggiurkan jika di-
bandingkan dengan proyek smelter yang dibangun
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Ekspansi Grup Tsingshan di lini pengolahan nikel masih terus berlangsung. Sukses menguasai industri hilir baja tahan karat tak
membuatnya puas. Raksasa asal Negeri Panda itu ingin masuk ke bisnis tembaga.

sendiri oleh Freeport. Perusahaan yang mayoritas
sahamnya dipegang perusahaan pelat merah PT In-
donesia Asahan Aluminium itu sejak 2019 memba-
ngun pabrik pemurnian tembaga di Gresik, Jawa
Timur. Perkembangannya baru tuntas di tahap pe-
madatan tanah. Belum ada satu pun tiang yang ter-
pancang.

Vice President Corporate Communications
Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan,
sambil mempelajari proposal yang diajukan Tsing-
shan, pihaknya belum memutuskan untuk memba-
talkan proyek Gresik. Freeport masih pegang ren-
cana awal, melanjutkan pembangunan smelter Gre-
sik yang akan mengadopsi teknologi dari Outotec
asal Finlandia.

Kata Riza, penjajakan kerjasama Tsingshan dan
Freeport muncul atas rekomendasi dari pemerintah,
bukan inisiatif internal perusahaan. Usut punya
usut, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar
Pandjaitan yang menjadi perantara negosiasi itu.
Menko Luhut diketahui punya hubungan dekat de-
ngan para investor asal Tiongkok, termasuk Grup
Tsingshan.

Menko Luhut selalu tampil jadi juru kunci pada
tiap prosesi seremonial pembukaan pabrik-pabrik
Tsingshan di Indonesia. Sejauh ini, Tsingshan punya
pabrik super besar yang menjadi lumbung penghasil
baja tahan karat di Morowali, Sulawesi Tengah. Di
sana, Tsingshan juga punya smelter yang mengha-
silkan bahan baku baterai kendaraan listrik.

Portal berita Asiatimes.com, dalam liputan No-
vember lalu memuat berita berjudul "China Solves
China solves Freeport's $3 billion problem in Indo-
nesia”. Di situ Menko Luhut Pandjaitan mengatakan
bahwa Freeport dan Tsingshan akan bekerjasama
membangun smelter di Weda Bay. "Kini mereka te-
ngahbicararinciannya,” kata Luhut.

Riza Pratama, y
Vice President Corporate Cofmunications
PT Freeport Indonesia
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Tsingshan tercatat sebagai pemodal utama berdirinya kawasan industri Weda Bay, yang kini punya banyak tungku-tungku pengolah

bijih nikel.

Tsingshan tercatat sebagai pemodal utama
berdirinya kawasan industri Weda Bay, yang kini
punya banyak tungku-tungku pengolah bijih nikel.
Thingsan berencana melebarkan ekspansi memba-
ngun kawasan industri di Kalimantan Utara, tepat-
nya di Tanah Kuning. Tsingshan masuk Indonesia
belum lama, sejak tahun 2014. Namun lambat laun
kian berkembang hingga kini menjadi naga raksasa
penguasa hilir nikel di Indonesia.

Sekertaris Perusahaan Merdeka Copper, Adi Adriansyah Sjoekri
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Rekam jejak di Morowali dan Weda Bay itu jadi
latar belakang bagi pemerintah menunjuk Tsing-
shan ikut membereskan proyek smelter Freeport.
Apalagi, Tsingshan sudah mulai berminat mengem-
bangkan tembaga. Pada Februari 2020, Tsingshan
meneken kongsi dengan PT Merdeka Copper Gold
untuk mengolah hasil tambang tembaga dari blok
Wetar di Maluku Barat Daya.

Sekertaris Perusahaan Merdeka Copper, Adi
Adriansyah Sjoekri bilang, pihaknya sudah memiliki
smelter, tapi hanya mampu mengekstrak logam
tembaga. Lewat anak usahanya PT Batutua Tembaga
Raya, Merdeka Copper mengoperasikan tambang
dan pabrik dengan kombinasi heap leach operation
dan solvent extraction electrowinning.

Kongsi Merdeka Copper dengan Tsingshan di-
gagas untuk meningkatkan pengolahan bijih blok
Wetar sampai menjadi emas, perak, seng, besi dan
sulfur. Ragam produk turunan itu merupakan target
yang juga dicanangkan oleh Freeport dari smelter
Gresik.

Menurut Direktur Utama Freeport Indonesia,
Tony Wenas, smelter tembaga memang harus dibuat
sampai pemurnian logam berharga lainnya, atau
precious metal, hingga limbahnya, sebagaimana yang
dibuat Merdeka Copper dan Tsingshan, tidak bisa
sebatas mengejar tembaga. Selisih nilai kemurnian
antara konsentrat dan katoda amat sedikit, sehingga



nilai marginnya jadi tipis bahkan nyaris tidak eko-
nomis.

Kalau dilihat sekilas, ada kecocokan antara
Tsingshan dan Freeport untuk saling mengisi. Ke-
duanya punya kans untuk sepakat. Proposal Tsing-
shan saat ini sedang dikaji. Freeport mempelajari
soal rincian rencana pemilihan teknologi, skema
pendanaan, hingga prospek pasar. Pemerintah min-
ta agar keputusan negosiasi antara keduanya beres
Maret tahun ini. Supaya kalau jadi, bisa segera ma-
suk tahap pembangunan.

Freeport punya tanggung jawab membangun
smelter di dalam negeri untuk memenuhi komitmen
setelah mendapatkan perpanjangan operasi pada
tahun 2018 silam. Beralih dari rezim Kontrak Karya
menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. Kewa-
jiban itu juga dipertegas lewat payung hukum per-
tambangan terbaru alias UU Minerba.

Dalam aturan itu, Freeport diberi tenggat wak-
tu dua tahun lagi. Pada tahun 2023, kegiatan ekspor
konsentrat akan ditutup total. Seluruh mentahan
tembaga yang dihasilkan dari tambang di dalam
negeri wajib diolah, minimal sampai jadi produk
antara.

Kewajiban itu juga berlaku bagi PT Amman Mi-
neral Nusa Tenggara, perusahaan tambang tembaga
yang terletak di Nusa Tenggara Barat, afilisiasi dari

MINING ISSUES B

Grup Medco. Amman kini sedang membangun smel-
ter di dekat tambangnya. Mengadopsi teknologi be-
sutan Outotec. Berdasarkan verifikasi Kementerian
ESDM terbaru, laju perkembangan smelter Amman
berada di kisaran 27 persen. Sama seperti rencana
Freeport dan Merdeka Copper, Amman juga membi-
dik produksi sampai logam berharga lain, termasuk
limbahnya.

Seto bilang, pemerintah mengusulkan kepada
Amman agar ikut gabung dalam proyek Tsingshan
dan Freeport di Weda Bay karena melihat rencana
kapasitasnya yang besar. Namun demikian, peme-
rintah tidak bisa ikut campur dalam keputusan bis-
nis pemilihan mitra. Pada akhirnya, hasil final dise-
rahkan kepada masing-masing perusahaan. Yang
jelas, pemerintah mengingatkan kalau batas waktu
relaksasi konsentrat tembaga tidak bakal mundur.

“Mereka sudah tahu risikonya kalau smelter
tidak jadi. Tahun 2023 mereka tidak bisa ekspor lagi,
ungkap pria yang juga menjabat sebagai komisaris
utama Bank Negara Indonesia itu.

Penyumbang utama produksi tembaga nasio-
nal adalah Freeport, Amman, dan Merdeka Copper.

Kalau Tsingshan sanggup berekspansi me-
rangkul ketiganya, maka dalam waktu dekat Tsing-
shan bakal menjadi penguasa tembaga di Tanah Air. |

Produsen baja tahan karat nomor wahid di dunia itu, berani menanggung modal smelter nyaris sepenuhnya.
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BERKOLONI MERUWAT
TERUMBU KARANG

Di bawah dasar laut Kutai Timur,
terdapat beragam jenis karang yang

memukau. Sejak dulu, statusnya

iapa sangka, kota yang terletak di Provinsi
Kalimantan Timur ini ternyata memiliki
keelokan dasar laut yang tak kalah indah-
nya dengan destinasi-destinasi beken di

Indonesia. Adalah Kutai Timur, daerah
yang terletak di pesisir Pulau Borneo yang menyim-
pankehidupan surga bawah laut.

Perairan Kutai Timur merupakan bagian dari
Segitiga Terumbu Karang Dunia yang memiliki ke-
anekaragaman hayati laut. Perairan yang ditetapkan
sebagai jantung terumbu karang di muka bumi ini,
memiliki 75 persen jenis karang dunia. Keberada-
annya tercatat telah menopang perekonomian juta-

ditetapkan sebagai titik sentral terumbu
karang dunia. Ancaman perusakan yang
terus datang, menggerakkan sekelompok
komunitas untuk membangun ulang
surga yang terpendam itu. PT Kaltim
Prima Coal punya peran besar dalam
pergerakan tersebut.
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Di bawah dasar laut Kutai Timur, terdapat beragam jenis karang yang memukau. Sejak dulu, statusnya ditetapkan sebagai titik sentral
terumbu karang dunia.

an masyarakat pesisir yang tinggal di sana. Ekosis-
tem terumbu karang yang berjalan, membawa ber-
kah bagi kehidupan manusia baik melalui fungsi fisik
atau melalui manfaat tidak langsung.

Tapi sayangnya, kualitas terumbu karang di
perairan Kutai Timur terus mengalami penurunan.
Hal yang hampir terjadi di seluruh daerah di Indo-
nesia. Berbagai ancaman datang silih berganti, mulai
dari praktik industri perikanan yang merusak, pe-
nangkapan berlebihan, manajemen pariwisata yang
tidak ramah lingkungan, lalu ditambah faktor polusi,
sedimentasi, dan saat ini yang menjadi ancaman
terbesar adalah pemutihan karang akibat pemana-
san global dari perubahan iklim.

Upaya menyelamatkan ekosistem kerap ter-
sendat lantaran tidak didukung data yang memadai.
Misalnya soal pengelompokkan kondisi terumbu ka-
rang, atau soal data reguler tentang sebaran terum-
bu karang. Hal ini menyebabkan potensi yang ada
tidak terkelola secara optimal bahkan cenderung
terabaikan, sehingga kerusakan mudah merambat
semakin parah.

Melihat kondisi yang kian memburuk, maka
diperlukan usaha yanglebih aktif dari pengelola area
setempat, yang dibantu pihak-pihak lain untuk me-
mulihkan ekosistem. Beberapa upaya yang biasanya
dilakukan, baik oleh kalangan pemerintahan, kor-
porat atau organisasi lingkungan, antara lain mene-

tapkan daerah tersebut sebagai daerah konservasi,
menggalakkan edukasi, melakukan rehabilitasi ka-
rang, dan lain sebagainya.

Sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi
di wilayah Kutai Timur, PT Kaltim Prima Coal me-
miliki inisiatif untuk turut berkontribusi dalam men-
dukung upaya konservasi tersebut. Bahkan, kalau
mau dirinci, anak usaha PT Bumi Resources yang
bergerak di bidang tambang batu bara ini, berperan
sebagai promotor konservasi terumbu Karang di
Kutai Timur. Kegiatan yang dicanangkan untuk
membangun ulang kehidupan surga bawah laut ini,
bermula dari kelompok hobi karyawan perusahaan.

Alkisah, sekelompok pekerja Kaltim Prima Coal
yang gemar menyelam, membentuk komunitas ber-
nama Tanjung Bara Dive Club. Dalam perjalanannya,
komunitas ini menunjukkan dampak kegiatan yang
positif, sehingga perusahaan meliriknya dan tertarik
ikut mendukung. Akhirnya, karyawan-karyawan
tersebut diberikan kesempatan oleh perusahaan
untuk bisa menyalurkan hobi sekaligus berparti-
sipasi dalam konservasi terumbu karang, dan men-
jadireef check ecodiver Indonesia.

Tanjung Bara Dive Club bekerjasama dengan
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kutai Timur untuk
melakukan pemantauan terumbu karang. Selain itu,
mereka juga melakukan penelitian untuk rehabili-
tasi. Penelitian dimulai dengan menyisir lokasi per-
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Pemilihan karang alami tidak bisa dilakukan secara sembarangan, ada jenis-jenis karang tertentu yang layak dijadikan indukan.

airan yang menjadi titik sebaran terumbu karang.
Penelitian itu berguna untuk menghimpun data da-
sar terkait kondisi terumbu karang, yang nantinya
dapat dijadikan informasi pemetaan rehabilitasi.

Penelitian dijalankan dengan mengamati ke-
lompok bentik, ikan target dan invertebrate yang
hidup di sekeliling terumbu karang. Turut diamati
pula dampak kerusakan yang sudah terjadi, dikla-
sifikasikan apa saja penyebabnya, dan bagaimana
langkah penanganannya. Data tersebut akan dikum-
pulkan untuk mencanangkan rencana pembentukan
rona awal ekosistem.

Tanjung Bara Drive Club
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Dalam pengamatan itu, para penyelam mene-
mukan bentangan patahan karang yang mati. Lokasi
ini kemudian direhabilitasi dengan menyematkan
karang buatan dari media beton, yang di dalamnya
diberi indukan karang yang dipetik dari karang
alami.

Pemilihan karang alami tidak bisa dilakukan se-
cara sembarangan, ada jenis-jenis karang tertentu
yang layak dijadikan indukan. Sehingga dalam pro-
ses pemetikan itu, diperlukan proses pilah-pilah
terlebih dahulu. Karang buatan yang ditanam, akan
rutin dipantau secara berkala.

Komunitas Patroli Karang

Tanjung Bara Dive Club, berdiri sejak tahun
1991. Awalnya hanya berisi 10 orang sesama penyuka
olahraga menyelam dilingkup PT Kaltim Prima Coal.
Kini, anggotanya terus bertambah, dan menjadi sa-
lah satu koloni selam terbesar di Sangatta, Kutai
Timur, Kalimantan Timur.

Berkat kehadiran instruktur volunteer, Shane
Bannett pada tahun 2004, Tanjung Bara Dive kian
hari kian mengundang peminat. Mereka yang berga-
bung dan mengikuti pelatihan, akan memperoleh
sertifikat dari Professional Association of Diving Ins-
tructors (PADI). Sebagaimana diketahui, salah satu
persyaratan menyelam adalah harus mengantongi
sertifikat resmi. Hal ini menyebabkan anggota Tan-
jung Bara Dive cepat berkembang. Sekarang tidak




lagi hanya diisi karyawan Kaltim Prima Coal, tapi
sudah meluas ke berbagai kalangan. Ada masyarakat
umum, karyawan BUMN, pegawai pemerintahan,
hingga dokter.

Bergabung dengan Tanjung Bara Dive, kegiatan
menyelam menjadi rutinitas tiap akhir pekan. Selain
sebagai media pelepas penat, kegiatan ini berperan
sebagai upaya konservasi, termasuk mengawasi laju
pertumbuhan terumbu karang di Kutai Timur.

Setiap Ahad pagi, mereka yang mau ikut men-
jelajah menyelami perairan di sekitar Sangatta, Be-
ngalon hingga Sangkulirang, berkumpul di dermaga
Aquatik, kawasan Tanjung Bara. Persiapan menye-
lam dimulai sejak di dermaga.

Peserta harus mandiri menyiapkan peralatan
selam dan memeriksa tabung oksigen yang akan
dibawa. Bagi peserta yang tidak memiliki peralatan
selam sendiri, bisa menyewa peralatan dengan tarif
yang terjangkau. Mulai dari pakaian selam, kaki ka-
tak, sepatu, kaca mata, snorkel hingga pemberat dan
tabung oksigen.

Di bawah laut, pengunjung yang menyelam
akan diajak berkeliling melihat-lihat terumbu ka-
rang yang menjadi kekayaan terpendam di Kutai
Timur. Hati-hati, rasa takjub dan penasaran kerap
membuat keinginan untuk memegang seluruh te-
rumbu karang. Hal itu harus ditahan, karena ada

LINGKUNGAN B

Tanjung Bara Drive Club

beberapa jenis terumbu karang atau biota laut yang
menyebabkan gatal dan menyengat bila dipegang
tanpa sarung tangan.

Di masa-masa mendatang, upaya konservasi
yang dibungkus kemasan pariwisata dengan didam-
pingi instruktur terlatih ini, diharapkan mampu
mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar. Selain
dari manfaat kunjungan wisata, warga lokal yang
berprofesi sebagai nelayan, jaringnya akan terus-
menerus ramai ikan karena didukung terumbu ka-
rang yang sehat. M
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BERI.

DI DASAR LAUT

Ada miliaran ikan dengan jutaan spesies
yang menggantungkan hidupnya pada
ekosistem bawah laut. Kalau
keberadaannya tak diperhatikan, jangan
harap nelayan bisa cari makan. Cerita
penambang dan praktisi lingkungan
bergandengan menanam terumbu
karang.

ransportasi air masih menjadi pilihan

utama pengangkutan hasil galian tam-

bang di Kalimantan Selatan. Setiap lokasi

yang dikerumuni aktivitas tambang,

hampir dipastikan area pantainya sibuk

dilalui kapal muatan, mulai dari perahu tarik (tug-
boat), tongkang, hingga kapal besar (vessel).

Padatnya lalu lintas pelayaran, kerap menye-

babkan ekosistem tepi laut terdegradasi, baik dari

aspek kekayaan biota maupun perubahan garis pan-
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tai akibat erosi dan abrasi. Hal yang paling dikha-
watirkan, ialah rusaknya terumbu karang.

Gundukan terumbu karang merupakan habitat
dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk
laut. Banyak yang tinggal, mencari makan, berlin-
dung, dan berkembang biak di sana. Selain itu, te-
rumbu karang juga berfungsi melindungi pantai dan
daerah pesisir dari ombak besar. Gugusannya dapat
memperkecil energi ombak menuju daratan.

Adalah Suhaili Asmawi, seorang praktisi ling-
kungan yang giat meruwat terumbu karang di per-
airan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,
wilayah yang ramai hilir-mudik angkutan batu bara.
Lelaki paruh baya yang menjadi dosen di bidang
Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas
Lambung Mangkurat itu, menanam terumbu karang
didaerah yang padat rute tongkang.

Dulu, kata Suhaili, hanya bencana alam yang
bisa merusak terumbu karang. Tapi kini, kecerobo-
han manusia yang melakukan itu.

Tingginya animo masyarakat terhadap pariwi-
sata terumbu karang, juga disinyalir menjadi sebab




melemahnya daya tahan karang. Kontak fisik manu-
sia yang menyelam tanpa keterampilan, dapat me-
ngakibatkan karangjadirapuh.

Suhaili, peraih gelar doktor di bidang terumbu
karang ini, mengkhawatirkan nasib nelayan. Bila ke-
sehatan terumbu karang menurun, dampaknya akan
menyusutkan populasiikan tangkap.

“Ada miliaran ikan dengan jutaan spesies yang
menggantungkan hidupnya kepada terumbu ka-
rang. Kalau keberadaannya tak diperhatikan, jangan
harap nelayan bisa cari makan,” tegasnya.

Keresahan tersebut menginspirasi Suhaili un-
tuk terjun memulihkan terumbu karang di Kalsel.
Atas dukungan PT Tunas Inti Abadi, salah satu peru-
sahaan tambang yang beroperasi di Tanah Bumbu,
Suhaili mengembangkan transplantasi terumbu ka-
rang di dekat jalur pelayaran, tepatnya di perairan
Kecamatan Angsana dan Kecamatan Sungai Loban.

Transplantasi adalah semacam metode cang-
kok atau pemotongan karang hidup untuk dibuihkan
di tempat lain. Cangkok tidak boleh mengambil dari
karang yang tumbuh alami, tapi diambil dari karang
tanam atau buatan. Itu pun, harus menunggu kelahi-
ran karang generasi keempat.

Untuk menanam potongan karang di dasar
laut, Suhaili menggunakan media kubus beton. Pi-
lihan beton dinilai cocok mengingat kuatnya arus
laut Kalsel. Lebih kokoh bila dibandingkan media
pipa plastik.

LINGKUNGAN B

Dalam proses cangkok, dibutuhkan kurang le-
bih dua tahun untuk melihat hasil dari karang yang
ditanam. Menurut Suhaili, perawatan benih karang
sangatlah mudah dan tak memakan biaya besar.

“Ibarat kita tinggal cabut lalu tanam. Setelah itu
biarkan saja. Mungkin kalau musim hujan kita perlu
sedikit bersihkan sedimen atau lumpur yang me-
nempel. Tapi kalau musim panas, kita hanya tinggal
mengecek. Soal biaya, paling tidak yang dibutuhkan
hanya biaya penyelaman. Selebihnya biarkan saja
alam yang merawat,” tegasnya.
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Suhaili dan Tunas Inti berkolaborasi menanam
karang sejak tahun 2011. Kebun terumbu karang
yang mereka semai berada di tiga titik, Bajangan
Sebamban, Bajangan Atak, dan Batu Anjir. Semuanya
dimonitor dari hari ke hari.

Pemantauan dilakukan dengan menempatkan
alat survei, transek kuadrat permanen berukuran
dua meter persegi, dan fix line intercept transect de-
ngan panjang 50 meter. Kedua alat itu dipasang un-
tuk mengidentifikasi tingkat kehidupan di sekitar
terumbu karang.

Tujuh tahun kemudian, tepatnya pada tahun
2018, pencangkokan yang dilakukan Suhaili dan Tu-
nas Inti membuahkan hasil. Berdasarkan pemantau-
an, di lokasi tersebut ditemukan 34 hingga 38 koloni
karang baru. Rata-rata, fragmen karang yang dita-
nam, berkembang sekitar 11-17 sentimeter per ta-
hun. Untuk ukuran karang, angka pertumbuhan itu
tergolong pesat. Sebab kalau merujuk buku berjudul
Rehabilitasi Terumbu Karang karya Guntur (2018:
85), karang buatan dengan jenis dan kriteria ter-
tentu hanya sanggup berkembang sekitar 1-8 sen-
timeter per tahun.

Lebih dari pada soal tumbuh-kembang fisik,
indikator lain yang lebih menarik, adalah munculnya
ikan-ikan target di sekeliling kebun terumbu karang
itu. Muncul berbagai ikan tangkap yang dapat di-
manfaatkan para nelayan. Mulai dari ikan Kerapu,
Pakol, Lencam, Kurisi, Ekor Kuning, Baronang, Ku-
we, hingga ikan Kakap.
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Selain ikan tangkap, kebun itu juga mengun-
dang kehadiran beragam jenis ikan hias. Berkat du-
kungan Tunas Inti, kini perairan Tanah Bumbu mulai
bertabur ikan cantik, ikan yang namanya mungkin
asing bagi sebagian orang, seperti ikan Acanthu-
ridae, Apogonidae, Balistidae, dan masih banyak lagi.

Ka